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1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Sumatera Barat 2016 - 2021 telah ditetapkan pada tanggal September 2016 melalui
Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera
Barat Nomor : 050/19/DISKOP- UMKM/IX/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Dengan terbitnya:

a. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Suunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembar Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8 ), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 128)

b. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Keduaukan, Susunan
Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan review
dan revisi terhadap RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -
2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka
dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016 - 2021, sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran SKPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis



SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyusunan Renstra
SKPD merupakan bagian perencanaan pembangunan nasional seperti yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan
nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Kewenangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah untuk urusan koperasi dan UMKM merupakan
urusan wajin non pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota. Secara teknis penyusunan Renstra Dinas
Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan
pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa
kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan Koperasi dan UKM di daerah,
diperlukan suatu dokumen perencanaan serta sistem pembinaan yang konseptual,
terarah dan efektif yang menuntun para aparat pembina bekerja. Oleh karena itu
penting adanya suatu pola yang akan dapat dijadikan acuan umum penyusunan
program kerja agar kegiatan-kegiatan pembangunan koperasi dan UKM dapat lebih

berhasil mendukung



pencapaian kinerja pembangunan daerah. Salah satu bentuk pola acuan
perencanaan tersebut adalah penyusunan dokumen “Rencana Strategis®, yang
akan dapat dijadikan arahan dan pegangan dalam pengembangan program -
program pembangunan koperasi dan UKM, sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Renstra Dinas Koperasi, UKM merupakan salah satu perangkat dasar
pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang
koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan adanya Renstra
Dinas Koperasi, UKM ini, diharapkan Dinas Koperasi, UKM mampu
mengoptimalkan peranannya dalam menunjang kegiatan pembangunan secara
keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka keselarasan dan sinkronisasi penyusunan program Kkerja
pembangunan koperasi dan UMKM pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat disusun dengan mempedomani Renstra Kementerian Koperasi dan
UKM RI. Disamping itu, agar pencapaian sasaran strategis lima tahun ke depan
dapat tercapai harus didukung oleh pencapaian sasaran strategis yang dimuat
dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Kabupaten/Kota, untuk itu perlu dilakukan
sinkronisasi terhadap program-program pembangunan koperasi dan UMKM di
Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada

dasarnya memiliki landasan formil dan materil sebagai dasar hukumnya.

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembar
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128)

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.



21.

22.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Npmor : 02/KEP/M.KUMKM/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penerimaan
Program PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan
UKM Tahun 2018

Landasan Materilnya adalah masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat

para aparat unit kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat serta instansi

terkait baik pusat maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penyusunan dokumen
Renstra Dinas Koperasi. UKM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/landasan
kebijakan taktis strategi lima tahunan yang merupakan suatu proses berorientasi
outcome (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima)
tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur
pertanggungjawaban anggaran setiap akhir tahun.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM ini adalah :

a. Untuk menetapkan visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program serta
kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun.

b. Untuk menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana kerja serta
perencanaan penganggaran lima tahunan.

c. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat dalam penyusunan rencana pengembangan yang sifatnya
operasional dan rinci.

d. Untuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan
program pembangunan dan tolak ukur evaluasi keberhasilan pelaksanaan
kegiatan pembangunan koperasi dan UMKM.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dan landasan hukum
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi
Sumatera Barat tahun 2016-2021

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI
SUMATERA BARAT

Menjelaskan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan
kelengkapan, tupoksi dan sistem prosedur pada Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Sumatera Barat

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Menjelaskan tentang kinerja pelayanan, kelemahan dan kekuatan
internal, peluang dan tantangan eksternal, dan rumusan permasalahan
strategis

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan tentang program dan kegiatan SKPD, pagu indikatif

dan indikasi sumber pendanaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera
Barat selama lima tahun.

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI
SUMATERA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Menjelaskan tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), (Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) , yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan
Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.



2)

3)

4)
5)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah.

Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kesekretariatan dinas

Pelaksanaan fungsi kedinansan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas
dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada

Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

1)

2)

3)

4)

Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

(a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas

(b) penyelenggaraaan pembinaan dan penatan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas

(c) Penyelenggaraan pengelolan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi

Untuk menyelengarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai

fungsi :

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

(b)penyiapan bahan perumusan kebijakan teknsi, pembinaan dan evaluasi di
bidang kelembagaan

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data

koperasi

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

pengawasn, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.



5)

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai

fungsi :

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknsi, pembinaan dan pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi

Bidang Pemberdayaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan

koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm koperasi,

pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai

fungsi :

(a)penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi
dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sdm koperasi

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan
koperasi

6) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan

usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan

usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan

Menengah mempunyai fungsi :

(a)penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil

(b)penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporandi bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan
usaha kecil

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan



7) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
dibidang pendidikan dan latihan koperasi, Untuk menyelenggarakan tugas pokok
UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

(a) penyusunan rencana pembangunan teknsi operasional pendidikan dan latihan
koperasi

(b) pengkajian dan analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi

(c) pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi dilapangan

(d) pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi

(e) pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang
pendidikan dan latihan koperasi

(f) pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan
dan latihan koperasi

(g) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat adalah

sebagai berikut:
1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, yang membawahi :
a. Sub. Bagian Tata Usaha
b. Sub. Bagian Keuangan
c. Sub. Bagian Program

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawahi :
a. Seksi Perizinan
b. Seksi Kelembagaan
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

4. Bidang Peengawasan dan Pemeriksaan, yang membawabhi :
a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
5. Bidang Pemberdayan Koperasi, yang membawabhi:
a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi



6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawahi:
a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecll
b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 061/8953/SJ perihal
Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Perturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor : 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sumatera Barat tnggal 29 Desember 2017, maka struktur organisasi UPTD
Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi (BALATKOP) Propinsi Sumatera Barat, terdiri

atas :

Kepala UPTD
Kasubag Tata Usaha
Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan

a o o p

Kasi Penyelenggaraan Diklat



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI SUMATERA BARAT

(Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov.

Sumatera Barat)

KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

BIDANG PERIZINAN DAN
KELEMBAGAAN

SEKSI PERIZINAN

BIDANG
PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN

SEKSI KELEMBAGAAN
|

SEKSI PENILAIAN
KESEHATAN KOPERASI

SEKSI MONITORING,
EVALUASI, PELAPORAN
DAN DATA KOPERASI

SEKS| PEMERIKSAAN
KELEMBAGAAN DAN
USAHA KOPERAS|

SEKSI PENERAPAN
PERATURAN DAN
SANKSI

Pendiglikan dan

Latiham Koperasi

BIDANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI

|
SEKSI FASllLITASI USAHA

SEKSI PENINGKATAN
KUALITAS SqM KOPERASI

SEKSI PENGEMBANGAN,
PENGUATAN DAN




2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM
2.2.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Koperasi, UKM sebanyak 75orang dengan latar

belakang pendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 27 orang, D3

sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 33 orang, SLTP sebanyak O orang
dan SD sebanyak O orang.

Jabatan struktural eselon Il, Il dan IV sebanyak 25 dan jabatan fungsional
tertentu sebanyak 3 orang yang terdiri dari penyuluh perindustrian dan
perdagangan sebanyak 1 orang, arsiparis sebanyak 1 orang dan widyaiswara
sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Kualifikasi Pendidikan Pegawai

Pendidikan
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 JML
PNS 0 0 33 5 27 10 - 75
Non PNS
JUMLAH
ORANG 0 0 33 5 27 10 - 75
Tabel 2.
Kualifikasi Pangkat dan golongan
JENIS
KEPEGAWAIAN GOL. | GOL. Il GOL.III GOL.lIV JUMLAH
PNS 0 9 52 14 75
PTT/HONOR ) ) ) )
JUMLAH
ORANG 0 9 52 14 75




JABATAN

FUNGSIONA
ESELON I ESELON I ESELON IV L JUMLAH
1 6 18 3 30

2.2.2 Sarana dan Prasarana
Berikut sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Koperasi,
UKM Provinsi Sumatera Barat :

a.Tanah
No Nama/ Jenis | Tahun Ukuran
Urut Barang Perole- Barang/ Satuan Ket
han kontruksi
(P,S,D)
Tanah JI. Khatib Sulaiman No. 11
L Perkantoran 1992 2,935 M2 Belanti Timur Padang
Tanah JI. Sawo Simpang Jalan
2 Perumahan 1993 1,819 M2 Bunda Ulak Karang
3 Tanah 1978 1,500 M2 JI. S Parman No 211 Ulak
Perkantoran Karang Padang
4 | TanahMess | 1994 1,175 M2 JI-S Parman No 238 Ulak
Karang Padang
Tanah JI. Linggarjati No 21-A
5 Perumahan 1994 194 M2 Parupuk Tabing Padang
b. Bangunan
No | Nama/Jenis | Tahun Ukuran
Urut Barang Perole- Barang/ Satuan Ket
han kontruksi
Bangunan P Bertingakat . JI.Kh. Sulaiman No. 11
L Kantor 1992 | 5 1t13s0m2 | YN Pdg
Bangunan .
2 Kantor 1995 P 35 M2 unit | JMKh-SulaimanNo. 11
. Pdg
Koperasi
Bangunan . JI.LKh. Sulaiman No. 11
3 Kantor Blkg 1996 P 24 M2 Unit Pdg
4 Bangunan 1992 P 35 M2 Unit JI.LKh. Sulaiman No. 11
Musholla Pdg
Bangunan . JI.LKh. Sulaiman No. 11
5 Rmh Tinggal 1994 P 18 M2 Unit Pdg
Bangunan . JI. Sawo Sp. Jl Bunda
6 Rmh Dinas 1982 P o7 M2 Unit Ulak Karang Pdg




Bangunan . JI. S. Parman No 211
7 Kantor 1990 P 684 M2 Unit U.Krg Pdg
Bangunan . JI. S. Parman No 238
8 Kantor Blkg 1990 P 82,5 M2 Unit U.Krg Pdg
Bangunan
9 Garase dan 1990 P 75 M2 Unit JI. S. Parman No 238
U.Krg Pdg
Gudang
Bangunan . JI. S. Parman No 238
10 Musholla 1990 P 37 M2 Unit U.Krg Pdg
Bangunan . JI. S. Parman No 238
11 Mess 1995 P 648 M2 Unit U.Krg Pdg
Bangunan . .
12 Rumah 1995 P 62 M2 unit | O LIZ?SaJ;?;LN; d21'A
Dinas perup 9
c. Kendaraan dinas
No Merk/
Urut Type Tahun Satuan
Perolehan
1 Nisan/ Terano 2004 1 Unit
2 Isuzu Panther Grand Touring 2012 1 Unit
3 Innova 2013 1 Unit
4 Kendaraan Roda Dua Hodan Black 2014 1 Unit
5 Kendaraan Roda Dua Scoopy 2014 3 Unit
d. Peralatan kantor
Tahun
No Nama Barang Jumlah
Perolehan
2010, 2012, 2014,
1 | Meja Kerja Staf 2015 21 Unit
2 Kursi Kerja Staf 2005, 2014, 2015 37 Unit
3 | Meja Eselon lll 2013 4 Unit
4 | Kursi Kerja Eselon 11l 2013 4 Unit
5 | AC Split 2012,2015 10 Unit
6 Ac Standing 2014, 2015 4 Unit
2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014,
7 Komputer 2015 29 Unit
2010, 2011, 2012,
8 Printer 2013, 2014, 2015 31 Unit
2009, 2010, 2011,
9 Filing Cabinet 2012, 2016 26 Unit
10 | Almari Besi 2012, 2014, 2015 9 Unit
11 | Almari Buku 2014 3 Unit
2009, 2010, 2011,
12 | Laptop 2012, 2013, 2014 13 Unit
13 | Mesin Absensi 2013 2 Unit
14 | Kursi Rapat 2005, 2012 80 Unit
2008, 2011, 2012,
15 | LCD Proyektor 2015 5 Unit




2008, 2010, 2011,
16 | Mesi Tik 2012 13 Unit
17 | Genset 2007, 2010 3 Unit
18 | Pompa Air 2010, 2015 2 Unit
19 | Brankas 2010 1 Unit
20 | Kulkas 2010, 2015 4 Unit
21 | Lemari Arsip 2014 2 Unit
22 | Wireless 2010, 2015 3 Unit
23 | Sound System 2007, 2012 2 Unit
24 | Meja Rapat 2004, 2005 16 Unit
25 | Televisi 2005, 2013, 2015 5 unit
26 | Kamera 2013, 2015 2 unit
28 | Mic Conference 2015 2 unit
29 | Mesin Penghancur kertas 2016 2 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dapat
dilihat dari pencapaian target kinerja sasaran strategis bidang koperasi
dan UMKM selama periode Rencana Strategis tahun 2010-2015.
Pencapaian ini menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan yang
sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke depan dalam rangka
mewujudkan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai
dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera

Barat tahun 2010-2015 sesuai dengan target pada indikator kinerja dapat

disampaikan capaian kinerja pada tabel berikut ini :



Tabel 2.1
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM
Tahun 2011 - 2015

Indikator Kinerja Sesuvai Tugas dan Target Targ Tc{rgei Target Realisasi Capaian Rasio Capaian
Fungsi SPM et Ind_ll(cn'or
IKK Lainnya
2011 2012 2013 2014) 2015 2011 2012 2013 2014 |2015) 2011 2012 2013 |[2014 (2015
3 3 a =5 & 7 a @ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 20
Jumilah koperasi yang ditingkatkan
koalitasnya | unit) - - - 41 44 47 - - 45 =1 o4 - - 1058, 7a| 1 1 1145 - -
Jumilah koperasi yang bersertifikasi
2 junit) - - - S 10 15 - - - 20 20 - - - D200 133.3 - -
Penurunan koperas tidak alkdif (F) - - - =z zZ 2 - - 1.7 05 1.8 - - as 152 .5 o0 - -
Jumilah koperasi yang berprestasi
dan akuntabsl | unit) - - - 20 prary Z4 - - 1& 31 1% - - 20 140,51 FEATFT - -
Jumilahn pengelcia koperasi dan
LEZMA ywang dilatih (org) - - - 200 200 400 - - 180 S0 5&7F - - =0 188667 1448 - -
Jumilah aparatur pembina yang
dilatih {crg) = = = 120 240 B = - S0 180 - - = 7S 7S = = -
Jumidah UMK yvang diatin {org) - - - 180 ZF0 S0 - - 180 e o 8] ZBF - - 100D 1111 107.5 - -
Jumiahn PEL yang diber bantuan
mwo-dal (org) - - - SO0 1000 11000 - - SO0 10732 11730 - = 100 109.32| 108.5 = -
Jumidahn UMK yvang difasiitas (UK - - - 150 80 SF0 - - 150 ERET 1131 - - 100 S8, S5 T84 - -
Jurmikcah KSPAUSP KJKS/UJKS yang
berperan dalam pembiayaan - - - 0 40 S50 - - 36 az sz - - 100 205 104 - -
UMEKME yang bermitra dengan
embbaoga pembiayaan = = = 17 12 21 = - 17 53.4% 228 - = 100 281.53 | 108.6& = -
Jumidah koperas yang berperan
Z? | dalam seiddtor ml (unit) - - - 15 zE 3 - - 15 zE 0 - - 100D 100D 100 - -
Persentase koperasi alktif - - - - - - 1 1.5 - - - &2.03 | FO.2 - - - FF.2 | e7F.7
Fersentase peningkatan fingkat a1
kesehotan usaha simpan pinjam = = = = - - 32 = - - 32,57 | 40,5 - - = 105 126
FPersentasspeningkatan wolume
usaha - - - - - - B 15 - - - - 9. 74 - - - - | sas
Return on Asset - - - - - - P75 - - - - &.01 - - - - &1.8 -
Aset Turn Crwer - - - - - - 1.5 - - - - 1.53 - - - - 102 -
Fersentase UMEKM binaan yang as
meemiliki legalitas usaha = = = = - - 28,57 = - - 42 57 | 0.4 - - = 122 | 212
Persentass UMEM Dinaan yang
mengakses permodalan ke 30
perbankans/BURMN - - - - - - Z - - - 45 .55 - - - 150 108
Persentase peningkatan UMK yang
bermitra - - - - - - B 40 - - - - 50,1 - - - - 125
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Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Provinsi
Sumatera Barat tahun 2010-2015 sesuai dengan target pada indikator
kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya
dengan target 41 unit pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah
tercapai sebanyak 54 unit. Pencapaian ini disebabkan dukungan dari
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kab/Kota.

2. Indikator kinerja jumlah koperasi yang bersertifikasi dengan terget 5
unit tahun 2011 hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 20 unit.
Pencapaian ini disebabkan adanya program sertifikasi bagi pengelola
koperasi yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi
Nasional. Serifikasi bagi koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi pengelola koperasi khususnya koperasi pengelola jasa

keuangan.

3. Indikator Kinerja penurunan koperasi tidak aktif dengan target 2%
pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 1,80%.
Pencapaian ini disebabkan adanya penumbuhan koperasi baru dan
pembubaran koperasi serta kegiatan pembenahan koperasi tidak aktif
dengan cara pendampingan, bedah kasus, penyuluhan dIl.

4. Indikator kinerja jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel
dengan target 20 koperasi. Pada tahun 2011, hingga tahun 2013
telah tercapai sebanyak 66 koperasi.Pencapaian ini didukung oleh
kegiatan penilaian koperasi berprestasi /koperasi award mulai dari

tingkat Kabupaten /Kota, Provinsi dan tingakat Pusat.

5. Indikator kinerja jumlah pengelola koperasi dan LKM yang dilatih
dengan target 200 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah
tercapai sebanyak 587 orang. Pencapaian ini didukung oleh program
pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan UMKM di
Kab/Kota

6. Indikator kinerja jumlah aparatur pembina yang yang dilatih dengan
targetl20 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2012 tercapai

sebanyak 270 orang. Namun pada tahun 2013 target jumlah aparatur



10.

11.

12.

pembina yang dilatih sebanyak 360 orang tidak dapat direalisasikan
karena program/kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut tidak
dialokasikan karena keterbatasan alokasi anggaran.

Indikator kinerja jumlah UMK yang yang dilatih dengan target 180
orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak
387 orang. Pencapaian ini didukung oleh program /pendidikan dan
pelatihan bagi UMK.

Indikator kinerja jumlah PKL yang diberi bantuan modal dengan
target 9000 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai
sebanyak 11.930 orang. Pencapaian ini didukung melalui kegiatan
pemberian modal bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berintegrasi
pada koperasi. Tujuan pemberian bantuan modal bagi PKL adalah

untuk meningkatkan permodalan dalam mengembangkan usaha.

Indikator kinerja jumlah UMK yang difasilitasi 190 UMK pada tahun
2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 1.131 UMK.
Pencapaian ini didukung oleh kegiatan pemberdayaan, kemitraan,
promosi dan pemasaran, peningkatan akses permodalan, penguatan
kelembagaan, bantuan prasarana prasarana, dan bantuan sertifikat
halal.

Indikator kinerja jumlah KSP/USP, KIKS/UJKS yang berperan dalam
pembiayaan dengan target 36 koperasi pada tahun 2011, hingga
tahun 2013 telah tercapai sebanyak 52 koperasi. Pencapaian ini
didukung oleh program bantuan permodalan dari kementerian
Koperasi dan UKM RI.

Indikator kinerja jumlah UMKMK yang bermitra dengan lembaga
pembiayaan dan BUMN dengan target 17% pada tahun 2011, hingga
tahun 2013 telah tercapai sebanyak 22,80%. Pencapaian ini
didukung melalui kegiatan peningkatan permodalan UMKM dengan

lembaga keuangan bank atau non bank dan BUMN / PKBL.

Indikator kinerja jumlah koperasi yang berperan dalam sektor riil
dengan target 15 unit pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah

tercapai sebanyak 30 unit. Pencapaian ini didukung melalui kegiatan



bantuan prasarana dan sarana, bimbingan teknis terhadap koperasi
sektor riil.

Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LAKIP pada tahun 2014, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap sasaran strategis dan indikor kinerja
dari yang semula berorientasi out put dirubah menjadi orientasi out come
atau hasil. Penyempunaan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut
juga dilakukan terhadap Renstra Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2010-
2015, sehingga sasaran strategis dan indikator kinerja disempurnakan
untuk target kinerja tahun 2014-2015. Capaian kinerja Renstra Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat yang telah direvisi sesuai

hasil pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB sebagai berikut :

1. Indikator kinerja prosentase koperasi aktif dengan target 70% pada
tahun 2014, tercapai sebesar 69,88%. Pencapaian ini tidak
mencapai target disebabkan masih banyaknya koperasi yang tidak

melaksanakan RAT.

2. Indikator kinerja presentase peningkatan tingkat kesehatan USP/KSP
dengan target 31% pada tahun 2014 telah tercapai 40,5% pada tahun
2015. Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan Kementerian
Koperasi dan UKM RI dan disebabkan semakin baiknya pengelolaan

usaha simpan pinjam yang sesuai dengan aturan yang berlaku

3. Indikator kinerja presentase peningkatan tingkat kesehatan USP/KSP
dengan target 31% pada tahun 2014 telah tercapai 40,5% pada tahun
2015. Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan Kementerian
Koperasi dan UKM RI dan disebabkan semakin baiknya pengelolaan

usaha simpan pinjam yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Indikator presentase peningkatan volume usaha dengan target 15%
pada tahun 2015 dan terealisasi sebesar 9,74%. Pencapaian
realisasi yang dibawah target disebabkan faktor internal dan
eksternal yang mempengaruhi volume usaha koperasi seperti
fluktuasi harga sawit, keterbatasan permodalan, inflasi dan tidak

adanya bantuan hibah dari pemerintah.

5. Indikator presentase UMKM yang mempunyai legalitas usaha dengan

target 35% pada tahun 2014 telah tercapai sebesar 60,4% pada



tahun 2015. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan bantuan
sertifikasi halal, bantuan merk, IUMKM

6. Indikator presentase UMKM binaan yang mengakses permodalan ke
perbankkan /BUMN dengan target 30% pada tahun 2014, tercapai
pada tahun 2015 sebesar 9,55%. Penurunan pencapaian ini
disebabkan revisi target pada tahun 2015 menjadi sebesar 9%.

7. Indikator presentase UMK yang bermitra dengan target sebesar 40%
pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar 50,1%. Pencapaian ini
disebabkan adanya dukungan kegiatan temu mitra baik di Provinsi

maupun di luar provinsi.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tahun
2012-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukan
kimitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk

mengembangkan koperasi dan UMKM.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun
2012 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, UMKM

Uraian

Anggaran Pada Tahun ke-

Realuisasi Anggaran Pada Tahun ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2012

2013 2014

2015

2012

2013 2014

2015

2012 2013 2014 2015

Anggaran | Realisasi

3 4

7 E

10 11 12 13

14 15

PENDAPATAN DAERAH

- 8.000.000

8.000.000

29.868.535

8.850.000

373 111

Pendapatan Asli Daerah
- Hasil Pajak Daerah

- Hasil restribusi daerah

10.000.000

12.000.000 -

15.540.000

13.820.000

Z"Hasii pengeiolaan kekayaan daerah
dipisah

wang

- Lain-lain PAD yang dipisah

- Dana Perimbangan

- Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak

- Dana alokasi umum

- Dana Alokasi Khusus

Lain-lain P Daerah yang Sah

- Pendapatan hibah

- Dana darurat

TEna bagl hasi pajak dar provinsi dan
pemerintah daerah lainnya

- Dana penyesuaian dan otonomi khusus.

TBantuan ketangan dari provinsi atal pemerintah
daerah lainnya

BELANTA DAERAK

Belanja Tidak Langsung

18.831.045.200

5.963.530.597 7.200.395.385

7.108.930.837

16.957.335.604

5.049.272.372 | 6.305.021.898

5.7588.174.506

20 87 88 os

- Belanja pegawai

18.831.046.200

6.963.530.597 7.200.396.285

7.108.930.837

16.957.335.604

§.049.272.372 | 6.205.021.898

6.788.174.606

g0 a7 88 o5

- Belanja bunga

- Belanja subsidi

- Belanja hibah

- Belanja bantuan sosial

ITEeianja bagi hasil kepada provinsikabupatenikota
dan pemerintah daerah

- Belania tidak terduga

Belanja langsung

6.589.140.880

6.564.676.030 7.204.641.680

7.534.593.180

5.608.195.337

6.062.303.784 | 6.525.115.366

6.612.609.405

85 92 91 88

- Belanja pegawai

712.465.000

£26.000.000 378.880.000

540.211.000

598.525.000 370.670.000

=0 95 98

- Belanja barang dan jasa

5.351.320.330

5.492.986.030 §.055.971.680

7.008.493.180

4.474.064.337

5.031.533.784 5.569.153.966

§.116.385.405

84 92 94 a7

- Belanja modal

525.355.550

445 890.000 769.790.000

526.100.000

493.920.000

432 245000 485.291.400

496.224 000

g4 97 63 o4

PEMIBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

TT8isa iehih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya

- Pencairan dana cadangan

CTTHES pEnjiEian kekayaan dasrah yang
dipisahkan

- Penerimaan daerah

- Penerimaan kembali pemberian pinj 1

- Penerimaaan piutang daerah

Pengeiuaran Pembiayaan

- Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal (investasi}) pemerintah dasrah

- Pembayayaran pokok utang

- Psmberian pinjaman dasrah
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Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan sektor koperasi dan UMKM dalam 5

tahun terakhir ini sebagaimana diuraikan berikut :

1.

Perkembangan Koperasi dan UMKM

Perkembangan koperasi dan UMKM hingga tahun 2015,
menunjukan trend cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata setiap
tahunnya 1-2%. Begitu juga halnya dengan jumlah koperasi aktif
serta koperasi yang melaksanakan RAT mengalami peningkatan
rata-rata sebesar 2 %, kondisi ini antara lain disebabkan karena
pembina di Propinsi dan Kab/Kota selalu berupaya meningkatkan
koperasi akif dan melaksanakan RAT melalui sosialisasi,
penyuluhan serta pendampingan kepada koperasi tersebut.
Perkembangan koperasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.3
PERKEMBANGAN KOPERASI DI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011-2015

Koperasi (unit) Anggota (Orang)
RAT
No Kabupaten/Kota Tidak it
ML | Aktif ' mL L P (unit)
Alktif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (Kab. Agam 257 196 61 37.127 18.157 18.970 126
2 |Kab. Pasaman 227 105 122 24.951 11.737 13.214 44
3 |Kab. Pasaman Barat 288 256 32 46.110 31.442 14.668 70
4 |Kab. 50 Kota 209 129 80 40.198 29.703 10.495 90
5 |Kab. Solok 155 75 80 24.984 18.022 6.962 59
6 |Kab. Solok Selatan 130 63 67 5.883 3.208 2.675 36
7 |Kab. Padang Pariaman 245 184 61 25.499 11.236 14.263 77
8 |Kab. Pess. Selatan 295 183 112 19.234 9.361 9.873 66
9 |Kab. Tanah Datar 229 206 23 38.396 17.2209 21.167 122
10 |Kab. Sijunjung 177 68 109 30.739 14.595 16.144 61
11|Kab. Dharmasraya 200 108 92 37.866 27.219 10.647 52
12 |Kab. Kep. Mentawai 124 21 103 6.341 5.570 771 14
13 |Kota Bukittinggi 103 85 18 16.945 8.420 8.525 54
14 |Kota Padang 702 648 54 116.133 65.114 51.019 333
15| Kota Sawahlunto 78 63 15 9.114 4.198 4.916 45
16 |Kota Padang Panjang 77 54 23 8.156 3.631 4.525 43
17 |Kota Solok 64 48 16 10.199 4.802 5.397 36
18 |Kota Payakumbuh 153 123 30 18.335 8.312 10.023 65
19 (Kota Pari 82 60 22 8.692 4.291 4.401 43
JUMLAH 3.795 2.675 | 1.120 524.902 296.247 228.655 | 1.436
B. | Prop. Sumbar
1 |Koperasi Sekunder 26 20 6 5.142 2.789 2.353 8
2 |Koperasi Primer 71 28 43 5.008 3.445 1.563 2
lah 97 48 49 10.150 6.234 3.916 10
Total 2015 3.892 2.723 | 1.169 | 535.052 302.481 232.571 | 1.446
2014 3.807 2.628 | 1.179 516.348 287.642 228.706 | 1.513
2013 3.747 2.641 | 1.106 | 545.288 267.562 277.726 | 1.526
2012 3.789 2.628 | 1.161 544.430 299.808 244.622 | 1.471
2011 3.743 2.482 | 1.261 543.685 280.068 263.617 | 1.450

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar

Jumlah koperasi di Sumatera Barat pada tahun 2015 sebanyak 3.892

unit dengan rincian koperasi aktif sebanyak 2.723 unit dan koperasi tidak



aktif sebanyak 1.169 unit. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selalu
berupaya menurunkan jumlah koperasi tidak aktf. Upaya-upaya yang telah
dilakukan antara lain penyuluhan terhadap koperasi tidak aktif di
Kab/Kota, pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif. Dalam tahun
2016 direncanakan akan dilakukan upaya peningkatan persentase
koperasi aktif melalui pembubaran terhadap koperasi primer dan sekunder
propinsi.

Perkembangan koperasi aktif dan anggota koperasi selama periode 2011-
2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1. Perkembangan Koperasi aktif dan anggota koperasi tahun 2011-2015

PERKEMBANGAN KOPERASI TAHUN 2010-2015

—4-500nlah  —@— Koperasi Aktif Koperasi tidak aktif
o WW'SW
3,500 595 '
3,000
,723
2,500 482
;319
2,000
1,500
1,276 1,261
! ’ 1,161 1+,479—441,169
1,000 1,106
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
—— Jumlah 3,595 3,743 3,789 3,747 3,807 3,892
—&— Koperasi Aktif 2,319 2,482 2,628 2,641 2,628 2,723
Koperasi tidak aktif 1,276 1,261 1,161 1,106 1,179 1,169

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar

Faktor-faktor pendukung maju suatu koperasi adalah modal, asset,
volume usaha dan SHU. Perkembangan modal sendiri, modal luar dan
asset koperasi dari tahun 2011-2016 cukup mengalami peningkatan.
Namun apabila dilihat dari segi volume usaha dan SHU terlihat bahwa
pada tahun 2011-2014 terdapat peningkatan volume usaha dan SHU

sedangkan tahun 2015 sedikit mengalami penurunan.



Faktor penyebab rendahnya volume usaha dan SHU koperasi adalah : 1)
terjadinya inflasi pada tahun 2015 yang berakibat produk
pertanian/perkebunan mengalamai penurunan harga; 2) sesuai evaluasi
Kemendagri bantuan modal dan sarana usaha bagi koperasi yang tidak
bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan bantuan hibah kepada
masyarakat;3) peningkatan hasil produk koperasi yang bergerak di sektor
ril dipengaruhi oleh tingkat persaingan dan harga pasar yang kompetitif.

Perkembangan kinerja usaha koperasi selama periode tahun 2011-2015
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari perkembangan
modal, volume usaha dan SHU. Pertumbuhan modal sendiri rata-rata
sebesar 15 % dan modal luar rata-rata sebesar 4,5 %. Pertumbuhan

volume usaha rata-rata sebesar 3,9 % dan SHU rata-rata sebesar 0,5 %.

Dari tingkat kesehatan usaha simpan pinjam, juga menunjukkan kinerja
yang cukup baik. Hal ini disebabkan makin meningkatnya pemahaman

pengelola usaha simpan pinjam koperasi tentang aturan simpan pinjam.

Perkembangan tingkat kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dapat

dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2. Tingkat Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi/KSP
Tahun 2011-2015

Data Jumlah KSP/USP Koperasi sehat dan cukup
sehat Tahun 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015
Sehat 286 270 241 264 283
Cukup Sehat 469 531 566 602 814
Jumlah 755 801 807 866 1,097

Sehat Cukup Sehat Jumlah

Perkembangan modal, asset, volume usaha dan SHU pada Propinsi
Sumatera Barat tahun 2011- 2015 terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.4

PERKEMBANGAN MODAL, ASSET,
VOLUME USAHA DAN SHU KOPERASI DI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011 - 2015

Modal Modal - Volume
No Kabupaten/Kota Sendiri Luar Juta(;l P: Usaha (RS Iilultla )
(Rp. Juta ) (Rp. Juta) (Rp. Juta ) P

1 2 17 18 19 20
1 |Kab. Agam 170.992,41 218.779,67 389.772,08 310.212,05| 11.422,19
2 |Kab. Pasaman 66.882,20 20.640,53 06.522,73 03.646,67 3.442,93
3 |Kab. Pasaman Barat 65.763,69 44.457,94 110.221,63 252.437,98 8.586,71
4 |Kab. 50 Kota 128.544,54 91.766,03 220.310,56 151.340,53 8.584,87
5 |Kab. Solok 52.048,17 40.928,29 92.976,46 46.418,44 5.045,57
6 |Kab. Solok Selatan 29.601,46 20.159,08 58.761,44 58.415,55 1.382,64
7 |Kab. Padang Pariaman 07.668,82 61.792,02 159.460,84 150.473,02 | 13.264,38
8 |Kab. Pess. Selatan 94.251,87 71.997,26 166.249,13 254.539,94 8.975,77
9 |Kab. Tanah Datar 172.299,38 58.704,42 231.003,80 232.266,73 | 15.567,89
10|Kab. Sijunjung 49.716,92 82.077,31 131.794,23 106.725,82 4.678,35
11|Kab. Dharmasraya 58.672,79 79.983,71 138.656,49 367.939,67 5.668,42
12|Kab. Kep. Mentawai 6.045,12 1.514,37 7.550,49 3.133,51 348,48
13|Kota Bukittinggi 155.433,64 71.584,98 227.018,62 167.106,05 7.787,03
14|Kota Padang 468.981,20 449.020,75 018.001,95 | 1.259.677,12| 65.518,50
15| Kota Sawahlunto 35.131,80 38.855,93 73.987,72 111.586,38 3.809,61
16|Kota Padang Panjang 38.358,48 39.615,06 77.973,54 46.359,43 483,47
17 |Kota Solok 43.262,15 48.107,21 01.369,35 65.715,02 4.956,98
18|Kota Payakumbuh 102.398,74 22.277,44 124.676,18 177.256,94 5.832,74
19| Kota Pariaman 34.005,50 10.370,37 54.275,9 36.200,71 2.725,18
JUMLAH 1.870.958,93 | 1.499.633,26 | 3.370.592,19 | 3.900.542,45 | 181.881,80

B. | Prop. Sumbar

1 |Koperasi Sekunder 6.252,38 1.603,90 7.856,28 23.816,38 828,01
2 |Koperasi Primer 1.040,00 714,00 1.754,00 1.831,00 492,26
Jumlah 7.292,38 2.317,90 9.610,28 25.647,38 | 1.320,27
Total 2015| 1.878.251,31 | 1.501.951,16 | 3.380.202,47 | 3.926.189,83 | 183.202,07
2014| 1.689.080,86 | 1.455.371,63 | 3.144.452,49 | 4.485.154,05 | 190.215,29
2013| 1.468.067,84 | 1.448.868,03 | 2.916.935,87 | 4.000.252,10 | 285.573,36
2012| 1.281.315,22 | 1.420.513,10 | 2.701.828,32 | 3.949.805,41 | 262.583,24
2011 1.071.570,86 | 1.263.809,60 | 2.335.380,46 | 3.440.627,33 | 207.286,63

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar

Selanjutnya perkembangan kinerja usaha koperasi dapat dilihat pada grafik di

bawah ini :



Grafik3. Perkembangan Modal, Volume Usaha, Aset dan SHU Koperasi tahun

2011-2015

Perkembangan Permodalan, Volume Usaha dan SHU
Koperasi Tahun 2010-2015
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Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar

Jumlah UMKM menurut Sensus ekonomi 2006 berjumlah 501.410 unit, yang

terdiri dari mikro sebanyak 423.280 unit, kecil sebanyak 74.410 unit, dan

menengah sebanyak 3.720 unit.

UMKM Unggulan di Provinsi Sumatera Barat dengan produk antara lain :

Makanan ringan dan minuman (Rendang, produk makanan ringan dari
umbi-umbian)
Songket

Sulaman dan bordiran

Potensi lain yang perlu kita perhatikan adalah:

Kopi yang di produksi di Kabupaten Pasaman (kopi matahari dan kopi
gunung pasaman), Kopi di Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab.
Pesisir Selatan.

Kacang Tanah.

Produksi kacang tanah tersebut di beberapa kabupaten seperti
Pasaman, Agam (matur), Tanah Datar dan Kab. Solok Selatan.
Songket. (Kab. Tanah datar/pandai sikek, Kab. Limapuluh Kota/
Halaban dan Kubang, Kota Sawahlunto/Silungkang, Kab.
Sijunjung/Unggan)



+ Sulaman (Kab. Pesisir selata/ sulaman bayangan, Kab. Agam, Kab.
Padang Pariaman)

Dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah Propinsi Sumatera
Barat, telah menyalurkan bantuan perkuatan modal bagi PKL dari tahun 2008
sampai tahun 2014. Jumlah PKL yang telah diregister dan dibantu perkuatan
modal melalui koperasi sebanyak 12.875 PKL melalui 179 Koperasi dengan
total bantuan sebesar Rp 11,118 milyar.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Sumatera Barat untuk mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil dan
menengah, antara lain : pengembangan UMKM kawasan pariwisata/kawasan
agribisnis, pembinaan Sentra/Kawasan produk kerajinan UMKM, bantuan
Pendaftaran Merk/Halal, Haki, Promosi melalui pameran dan media on line,
penerbitan 1zin Usaha Mikro dan Kecil, mendorong dan memfasilitasi akses
KUR, Registrasi PKL, bantuan Kemasan dan Branding produk, pelatihan bagi
UMKM, dll.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi,
UMKM

Tantangan pengembangan koperasi dan UMKM ke depan antara lain
yaitu menjadikan koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan
yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian
daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap
pengembangan koperasi dan UMKM. Keberpihakan bagi koperasi dan UMKM
bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat
berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu, koperasi harus bisa
mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan dan
kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara
pemerintah, gerakan koperasi, Dekopinwil dan pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi
,UKM Provinsi Sumatera Barat juga diidentifikasi dari faktor eksternal seperti
sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten/Kota. Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Sumatera Barat terhadap Renstra Kabupaten/Kota dan

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM terhadap
Renstra Kab/Kota dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

No | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran | Sasaran pada | Sasaran pada
Renstra SKPD Renstra Kab/Kota Renstra K/L
1. Presentase Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya  iklim

koperasi aktif

koperasi aktif

koperasi aktif

usaha yang kondusif

bagi koperasi dan
UMKM
2. Presentase Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
peningkatan tingkat kesehatan | tingkat  kesehatan | kelembagaan
usaha  simpan | USP/KSP USP/KSP koperasi
pinjam
3. Presentase Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
peningkatan volume usaha | volume usaha | perkembangan
volume usaha koperasi koperasi produk dan

pemasaran koperasi

4. | Presentase
UMKM  Binaan
yang mempunyai
legalitas usaha

Meningkatnya
UMKM binaan
yang mempunyai
legalitas usaha

Meningkatnya
UMKM binaan yang
mempunyai legalitas
usaha

Meningkatnya daya
saing UMKM binaan

5. Presentase

Meningkatnya

Meningkatnya

Meningkatnya akses

UMKM yang | UMKM yang | UMKM yang | pada sumber daya
mengakses mengakses mengakses produktif
permodalan ke | permodalan ke | permodalan ke
perbankkan / | perbankkan/BUMN | perbankkan/BUMN
BUMN
6. Presentase Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
UMKM yang | UMKM yang | UMKM yang | pemasaran UMKM
bermitra bermitra bermitra yang bermitra

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang
dimiliki, maka tantangan dan peluang pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat lima tahun ke depan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM

- Jumlah koperasi dan UMKM yang cukup besar ini
tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota koperasi dan

pelaku-pelaku UMKM serta kelompok-kelompok produktif lainnya

- Jumlah koperasi dan UMKM vyang cukup besar ini
tantangan bagi DInas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

untuk meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kegiatan

usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif anggota.

1. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM

menjadi

menjadi



- Pertumbuhan volume usaha koperasi menjadi tantangan bagi Dinas
Koperasi dan UMKM, karena masih rendahnya kinerja usaha
koperasi sektor riil.

2. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM

- Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadi tantangan
bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat baik dari
segi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan koperasi dan
UMKM.

3. Peningkatan skala usaha UMKM

- Pertumbuhan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Sumbar karena sulitnya tumbuh usaha mikro
menjadi usaha skala yang lebih besar atau naik kelas.

2.4.2 Peluang
1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM
- Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan
mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang
produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM
- Kebersamaan dalam pengelolaan koperasi akan mengurangi resiko
persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap
pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil.
3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM
- Dengan adanya pasar bebas atau globalisasi perekonomian dunia
akan menjadi peluang bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang
memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing.
4. Peningkatan skala usaha UMKM
- Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus

dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha.



3.1.

BAB Il

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
SKPD

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum
didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya
sehingga kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM
tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM
dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta
rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang
demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar
untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang
meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan
faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha
yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1)
ketidakpastian  dan  ketidakjelasan  prosedur perizinan  yang
mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan,
dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan
persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas
instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih
munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk
pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM
sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah
utamabagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak
berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat
sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses
dari lembaga keuangan perbankan.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi
adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai
badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang
unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang

memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling



benar (best practices). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi

dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan oleh

pesatnya

perkembangan

globalisasi

ekonomi

dan

liberalisasi

perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010, dalam perumusan isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi memerlukan beberapa informasi antara

lain : hasil analisa gambaran pelayanan SKPD dan hasil analisis komparasi

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Aspek Capaian/Kondisi Standar Faktor Yang Mempengaruhi
Kajian Saat Ini Yang Internal Eksternal Permasalahan
Digunakan (Kewenangan (Diluar Pelayanan
SKPD) Kewenangan SKPD
SKPD)
1) ) 3) (4) (5) (6)
Hasil Meningkatnya IKK Masih Persaingan Masih
Analisa jumlah  koperasi rendahnya usaha terbatasnya
Gambaran aktif kualitas jumlah SDM
Pelayanan kelembagaan yang kompeten
SKPD koperasi tentang
perkoperasian
Meningkatnya IKK Masih Perdagangan ¢ Data koperasi
volume usaha rendahnya bebas yang belum
koperasi kualitas, akurat dan
produktifitas dan update
pemasaran e Masih
produk koperasi terbatasnya
bantuan dan
fasilitasi
dalam
peningkatan
kinerja usaha
koperasi
Meningkatnya IKK Pemupukan Lembaga e Data koperasi
permodalan modal  sendiri | keuangan yang belum
koperasi dan kerjasama | formal lainnya akurat dan




dengan update
lembaga e Masih
keuangan terbatasnya
lainnya  belum bantuan dan
optimal fasilitasi
dalam
peningkatan
permodalan
koperasi
Meningkatnya Masih Globalisasi ¢ Masih
daya saing dan rendahnya perdagangan terbatasnya
pemasaran kemampuan bantuan dan
produk UMKM manajerial dan fasilitasi
kewirausahaan dalam
UMKM peningkatan
pembiayaan,
pemasaran,
standarisasi
bagi UMKM
e Masih
terbatasnya
kompetensi
pelaku UMKM
Hasil Peningkatan Peran koperasi | Iklim usaha | e Masih
analisa jumlah dan peran dan UMKM | yang lebih terbatasnya
Renstra K/L | koperasi dan belum optimal | berpihak SDM yang
dan Renstra | UMKM dalam dalam kepada kompeten
Provinsi perekonomian perekonomian koperasi  dan dalam
UMKM pembinaan

koperasi dan
UMKM
Masih
terbatasnya
bantuan dan
fasilitasi
dalam
peningkatan
pembiayaan,
pemasaran,
standarisasi
bagi UMKM

Peningkatan daya
saing Koperasi
dan UMKM

Masih
rendahnya daya
saing koperasi

Perdagangan
bebas

Masih
terbatasnya
bantuan dan




dan UMKM

fasilitasi
dalam
peningkatan
pembiayaan,
pemasaran,
standarisasi
bagi KUMKM

Disamping permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,

UKM, dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM juga

perlu memperhatikan perkembangan baik ditingkat regional, nasional, maupun

internasional.

Identifikasi permasalahan di tingkat regional, nasional dan internasional dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Dinamika Regional/Lokal
Nasional
1 Globalisasi perdagangan | Daya saing | Daya saing Sumatera Barat masih
(khususnya AEC) Indonesia masih | dibawah...
di bawah
Singapura,
Malaysia dan
Thailand
2 Koperasi berstandar | Koperasi Koperasi di Sumatera Barat belum
internasional nasional belum | ada yang termasuk koperasi skala
banyak yang | besar tingkat internasional
berkelas
internasional
3 Pertumbuhan ekonomi dunia | Pertumbuhan Peran koperasi dan UMKM dalam
ekonomi perekonomian
nasional
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016-2021

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah

: Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan

Sejahtera




Misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan

dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan

berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah”

Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman,

berkharakter, dan berkualitas tinggi.

Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan yang

tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan

daerah

Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Sumatera Barat terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

ekonomi masyarakat
berbasis kerakyatan
yang tanggubh,
produktif, dan
berdaya saing
regional dan global,
dengan
mengoptimalkan
pemanfaatan

Sumberdaya

koperasi yang
tidak
melaksanakan
administrasi
sesuai aturan

yang berlaku.

VISI Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera
No Misi dan Program Permasalahan Faktor
KDH dan wakil KDH Pelayanan SKPD
y Penghambat Pendorong
Terpilih
1 Misi 4: Meningkatkan | Masih banyaknya Masih terbatasnya | Komitmen dari

kemampuan
pengurus dan
pengelola

koperasi.

pemerintah
provinsi dan
kab/kota untuk
melakukan
pembinaan dan
menciptakan iklim
yang kondusif

bagi koperasi.

Masih banyaknya
KSP yang belum

Masih terbatasnya

kemampuan

Komitmen dari

pemerintah




Pembangunan

Daerah

Program :

1.Peningkatan kualitas
kelembagaan
koperasi

2.Peningkatan dan
pengembang an
daya saing koperasi

3.Peningkatan dan
pengembangan dayal
saing UMKM

memahami aturan
simpan pinjam

koperasi.

pengurus dan
pengelola

koperasi.

provinsi dan
kab/kota dalam
melakukan
pembinaan dan
pengawasan
terhadap USP -
Kop/KSP

Masih rendahnya
penerapan sistem
berbasis IT pada

KUMKM

Masih terbatasnya
kualitas SDM
KUMKM dalam

penguasaan IT.

Dukungan
program tata
kelola koperasi
berbasis sistem

informasi
teknologi
Masih terbatasnya | Masih kurangnya | Dukungan
jangkauan pelatihan pemerintah
pemasaran produk | pemanfaatan provinsi dan
KUMKM. teknologi kab/kota dalam
informasi peningkatan

pemasaran dan
terbatasnya akses
pemasaran

akses pemasaran
produk KUMKM

Masih
daya saing produk
KUMKM.

rendahnya

Masih terbatasnya
kemampuan
KUMKM dalam
meningkatan
kualitas produk
yang dihasilkan

Dukungan dari
pemerintah pusat,
provinsi dan
kab/kota dalam
peningkatan

kualitas produk

KUMKM
Masih terbatasnya | Masih banyaknya | Dukungan
permodalan dan KUMKM yang pemerintah
akses KUMKM ke | belum bankable. provinsi dan

sumber daya
produktif.

kab/kota dalam
memberikan
jaminan kredit,
pemupukan modal
sendiri dan
peningkatan
akses ke lembaga

keuangan lainnya.




3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2020
diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden terpilih
periode 2014-2019 sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2015-2019

yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong “. Pencapaian visi presiden

tersebut oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk
mendukung pelaksanaan misi pembangunan nasional, yaitu
mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan
dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan
pada :

e perbaikan kualitas hidup masyarakat

e pengurangan ketimpangan

e peningkatan produktifitas rakyat lapisan menengah bawah dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan diharapkan dapat

membangun dimensi pemerataan dan kewilayahan yang mencakup

dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan
antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar wilayah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan Kementerian Koperasi dan

UKM , yaitu “ Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan

berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan

kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirain,
koperasi dan keterpaduan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM

RI Tahun 2015-2019 dilakukan melalui upaya-upaya, antara lain:

1. peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi,
teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran didalam dan
luar negeri.

2. peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya

3. peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem
pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan,
pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi

pasar dan kemitraan.



4. penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal diberbagai

sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat

5. penguatan kaderisasi koperasi terutama dikalangan generasi muda

dan kelompok produktif lainnya

6. peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan

perbaikan peraturan dan kebijakan,

kemudahan perizinan serta

peningkatan kesempatan, kepastiian dan perlindungan usaha

7. peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah

yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan, Sasaran, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM

RI dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.4
Tujuan, sasaran, Strategi,
Kementerian Koperasi

Arah Kebijakan
dan UKM RI

TUJUAN

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Terciptanya
koperasi dan
UMKM dalam
perluasan
kesempatan kerja
serta pemerataan
pendapatan

Meningkatnya jumlah tenaga
kerja yang berasal dari pelaku
Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumlah, skala
dan kapasitas usaha koperasi
dan UMKM

Meningkatnya pendapatan
masyarakat dan pelaku
UMKM

Terwujudnya
koperasi dan
UMKM dalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi serta
pengentasan
kemiskinan

Terwujudnya tata kelola
organisasi dan kinerja
Koperasi yang profesional,
kredibel dan akuntabel

Terwujudnya wirausaha dari
pelaku UMKM yang tangguh
dan mandiri

Meningkatnya UMKM dalam
berkontribusi pada
perekonomian daerah dan
nasional

Meningkatnya Koperasi dan
UMKM dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat

Terwujudnya
Kementerian
Koperasi dan
UKM yang
profesional dan
berkinerja tinggi

Kapasitas organisasi
Kementerian Koperasi dan
UKM

Meningkatkan
produkiifiitas, kelayakan
dan nilai tambah UMKM
dan koperasi sehingga
mampu tumbuh ke
skala yang lebih besar
(naik kelas) dan
berdaya saing

Peningkatan kualitas
sumber daya manusia

Peningkatan akses
pembiayaan dan
perluasan skema
pembiayaam

Peningkatan nilai
tambah produk dan
jangkauan pemasaran

Penguatan
kelembagaan usaha

Kemudahan, kepastian
dan perlindungan
usaha




3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Barat tahun 2012-2032 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan
rencana struktur ruang wilayah Provinsi serta penetapan kawasan
strategis Provinsi, maka dalam penyusunan kebijakan koperasi dan
UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsin Sumatera Barat senantiasa
memperhatikan potensi daerah yang ada dan kawasan-kawasan strategis
untuk mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan

perekonomian daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan
ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang
berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan
pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.
Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis,
perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam,
berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana
yang sudah ditetapkan.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang provinsi tidak
berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan
pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera
Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis
terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan

penataan ruang wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah: "Terwujudnya
Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029
Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap
Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara

Berkelanjutan”

Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan beberapa kebijakan
berdasarkan potensi dan permasalahan penataan ruang wilayah,

diantaranya:



1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah
utara dan selatan serta pusat dan pinggiran (central and fringe area);

2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya
dukung wilayah;

3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan
sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi Kota Metropolitan;
Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan,
dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan
provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk
Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota
Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro,
dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau
beberapa kecamatan;

6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam
rangka menunjang perkembangan wilayah;

7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam
secara terpadu dengan provinsi berbatasan; dan

8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung
pengembangan ekonomi daerah.

KLHS  merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang
mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan
pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya
prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan
kegiatan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tidak

ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup.



Tabel 3.5
Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Sumatera Barat

N Telaah Permasalahan Faktor
° claahan Pelayanan Penghambat Pendorong

1. | Implikasi RTRW Tidak terdapat 1.RTRW belum Dukungan
permasalahan sepenuhnya penataan
karena Dinas dijadikan acuan kawasan
Koperasi dan dalam ekonomi
UMKM pelaksanaan strategis dalam
merupakan pembangunan pembangunan
perangkat daerah | 2.Kajian lingkungan | koperasi dan
yang hidup dalam UMKM
melaksanakan RTRW baru

urusan
pemerintahan
konkuren,
berpedoman pada
RTRW

sampai muatan
daya dukung dan
daya tampung
lingkungan

2. | Implikasi KLHS

Tidak terdapat
program kegiatan
yang berdampak
negatif terhadap
lingkungan

Kapasitas SDM
yang memahami
KLHS dan regulasi
KLHS terbatas

Peraturan yang
mewajibkan
penyusunan
KLHS untuk
setiap dokumen

perencanaan

3.5.

Penentuan Isu-lsu Strategis

Penentuan isu-isu strategis sesuai dengan hasil telaahan permasalahan

internal dan eksternal sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

dengan 5 kritera dan bobot criteria sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap 25

pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra

provinsi/kabupaten/kota
2 Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 25
3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15
5 Kemungkinan  atau  kemudahannya  untuk 15

ditangani

Total 100

Penentuan criteria dan pembobotan criteria pada tabel di atas akan dilakukan

penilaian untuk masing-masing isu strategis dengan skala criteria 1 sampai



dengan 5 sehingga bisa diketahu nilai total dari masing-masing isu strategis.
Nilai total dari isu strategis tersebut selanjutnya akan dihitung rata-rata nilai isu
strategis, sehingga dapat diurutkan nilai rata-rata isu strategis dari yang
tertinggi sampai yang terendah. Berdasarkan nilai isu strategis tersebut dapat
ditentukan prioritas isu strategis untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan dan program.

Nilai Skala kriteria Isu-Isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke- Total
1 2 3 4 5 Skor
0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15

@ @) @ | @ |6 |6 O (8)

1 Kualitas kelembagaan koperasi perlu | 5 5 4 4 4 4.50
ditingkatkan

2 Kinerja usaha koperasi sektor riil dan | 5 5 4 4 3 4.35
usaha simpan pinjam koperasi perlu
ditingkatkan

3 SDM koperasi dan UMKM perlu | 4 5 4 3 3 3.95
ditingkatkan

4 Akses permodalan bagi Koperasi dan | 4 4 4 4 3 3.75
UMKM perlu ditingkatkan

5 Kapasitas usaha dan daya saing | 5 5 3 4 3 4.35
UMKM perlu ditingkatkan

6 Database koperasi dan UMKM perlu | 5 5 3 3 4 4.15
ditingkatkan agar lebih akurat, update
dan valid

7 Globalisasi perdagangan khususnya | 4 4 3 3 3 3.50
AEC
Koperasi skala besar berskala nasional | 4 4 3 4 4 3.80
Pengembangan  produk  unggulan | 5 5 3 3 3 4.00

daerah yang dikelola koperasi

10 Kualitas infrastruktur perlu ditingkatkan | 3 3 4 3 3 3.20

Sesuai dengan hasil scoring pada tabel di atas, dapat ditentukan lima isu
strategis utama yaitu :

1. Kualitas kelembagaan koperasi perlu ditingkatkan

2. Kinerja usaha koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi

perlu ditingkatkan



Kapasitas usaha dan daya saing UMKM perlu ditingkatkan

Database koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan agar lebih akurat,
update dan valid

Pengembangan produk unggulan daerah yang dikelola koperasi



BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang
menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah, serta indikasi
daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan
permasalahan secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan
kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas utama.
Sebagai acuan dari pelaksanaan pembangunan, maka Rencana Strategis
harus menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan. Kemana
arah pembangunan suatu unit oerganisasi dan apa yang ingin dicapai
pada prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan
dilaksanakan.

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
realistik berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun
waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi mengambarkan
pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi
yang dinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan
mengerakan orang, menciptakan makna bagi kehidupan angota unit
kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadan

sekarang dengan keadan masa depan.

Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek, yaitu:
mencerminkan apa Yyang ingin dicapai oleh unit Kkerja/organisasi;
memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan
menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit
kerja/organisasi; memiliki orientasi terhadap masa depan sehinga segenap
jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan
unit kerja/organisasi; serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit

kerja/organisasi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja
untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit kerja dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyatan misi ini,



diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan
dapat mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi
dalam mendorong keberhasilannya. Dalam merumuskan misi, unit
kerja/organisasi telah memperhatikan masukan dari para pihak yang
berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian
sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

1. Pernyataan Visi
Dengan berpedoman hal-hal tersebut di atas maka Visi Dinas Koperasi,

UKM Provinsi Sumatera Barat adalah :

“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM YANG BERDAYA SAING
SEBAGAI BASIS PEREKONOMIAN DAERAH UNTUK MENGHADAPI
PASAR GLOBAL”

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sumatera Barat berusaha sungguh-sungguh memberdayakan Usaha
koperasi dan UMKM sebagai pelaku/ subyek perekonomian rakyat sehingga
memiliki daya saing, tangguh serta mandiri. Kondisi ini diharapkan
memungkinkan Koperasi dan UMKM mempunyai posisi tawar dalam
memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan

sendiri.

Jika hal tersebut mendapat dukungan kebijakan publik yang transparan
dan bertanggungjawab baik antar pelaku, antar sektoral, antar daerah dan antar
gender dengan memfasilitasi UMKM dalam menjalankan usahanya dan
mengakses sumber-sumber daya produktif, berorientasi pada pengembangan
berbasis pasar dengan antisipasi perkembangan ekonomi global dan
perlindungan terhadap praktek-praktek usaha curang, dilaksanakan dengan
cara lebih menekankan kepada terselenggaranya suatu proses secara

sistematik dan berkelanjutan dan mampu memberikan keunggulan kompetitif.

Berikutnya koperasi dan UMKM diharapkan akan dapat ikut serta dalam
penumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi rakyat sehingga mampu
memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian daerah menuju Sumatera

Barat yang sejahtera yaitu Sumatera Barat yang memiliki masyarakat yang



bekerja keras, sumber daya yang besar dan hidup dalam suasana

persaudaraan, harmoni, aman damai serta tentram.

2. Pernyataan Misi

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan
diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan
dilaksanakan serta untuk menumbuhkan sense of participation and sense of
belonging maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menyatakan

misi sebagai berikut:

Tabel....
MISI SESUDAH PERUBAHAN
NO MISI
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
1 Meningkatkan kualitas -

kelembagaan koperasi

2 Meningkatkan kinerja dan daya | Meniingkatkan kinerja dan daya
saing Kkoperasi serta usaha | saing koperasi dan UKM dalam
simpan pinjam dan UMKM dalam | mengelola potensi ekonomi daerah

mengelola potensi ekonomi

3 Meningkatkan kualitas pelayanan | Meningkatkan kualitas pelayanan
dan kinerja Dinas Koperasi | dan kinerja Dinas Koperasi dan
UMKM UKM

Sumber : Dinas Koperasi, ULM Prov. Sumbar

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2.1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, UKM seperti
yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke
dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan
strategis (strategic goals) organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai
tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki
indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 11991
TUJUAN DAN TARGET CAPAIAN SETELAH PERUBAHAN

NO TUJUAN TARGET
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 2021

1 Meningkatnya kualitas | Meningkatnya kualitas | > 60 %
kelembagaan dan organisasi | kelembagaan koperasi dan UMKM
koperasi

2 Meningkatnya peran koperasi - -
dan UMKM dalam
perekonomian daerah

3 Terwujudnya Dinas Koperasi, | Dinas Koperasi UKM berkinerja BB

UMKM yang berkinerja baik

baik

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat

4.2.2. Sasaran

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci
pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat ini menggambarkan kebijakan-

kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi koperasi dan

UMKM yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-

masing sasaran dan indikatornya yang akan diwujudkan dalam lima tahun

mendatang (2016-2021) sebagai berikut :

pada



PERUBAHAN SASARAN DAN TARGET PENCAPAIAN

kualitas tata kelola

Dinas Koperasi UKM

N SASARAN
O | SEBELUM SETELAH PERUBAHAN
1 PERUBAHAN | SASARAN INDIKATOR SA TARGET
STRATEGIS SASARAN TU 16 17 1|1 2
AN 8 |9 |0 |1
1 | Meningkatnya - - - - - - -
koperasi
berkualitas
2 | Meningkatnya | Meningkatny | Meningkatny | % 8,5
daya saing | a peran | a nilai aset
dan peran | koperasi dan | koperasi
koperasi dan | UKM dalam
UMKM dalam | pertumbuhan
perekonomian | ekonomi
daerah daerah
Meningkatny | % 7,5
a nilai omset
koperasi
Meningkatny | % 12 |1, |2 . |3,
a skala 7|1 1
usaha UKM
Binaan
3 | Meningkatnya | Meningkatny | Nilai evaluasi | Kat B
kapasitas a kualitas tata | akuntabilitas | ego B |B |[B |B
organisasi kelola kinerja ri
Dinas organisasi
Koperasi,
UMKM
Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM
Tabel ..
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran
No TUJUAN SASARAN
Uraian Indikator
1 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan | Meningkatnya peran Meningkatnya nilai
Koperasi dan UKM koperasi dan UKM aset koperasi
dalam pertumbuhan Meningkatnya nilai
ekonomi daerah omset koperasi
Meningkatnya skala
usaha UKM Binaan
2 Dinas Koperasi UKM bekinerja baik Meningkaynya Nilai evaluasi

akuntabilitas kinerja

Capaian realisasi fisik




pengelolaan
program/kegiatan

Capaian realisasi

keuangan

pengelolaan
program/kegiatan

Sumber : Dinas Koperasi, UKM

Tabel. ...

Pencapaian Sasaran Strategis sesuai Target Jangka Menengah

Sasaran Indikator Sasaran | Indikat TARGET
Strategis or
Kinerja
2016 17 18 19 20 21




Meninfkatny
a peran
koperasi
dan UKM

dalam
pertumbuha
n ekonomi

daerah

Meningkatnya nilai

aset koperasi

8,5%

8,5%

10
%

115
%

13%

14,5
%

Koperas
i aktif

71%

71,8
%

72,6
%

73,4
%

74,2
%

75%

Jumlah

anggota

6%

6,25%

6,5
%

6,75
%

7%

7,25
%

Tindak
lanjut
rekome
ndasi
pengaw
asan
dan
pemerik

saan

50
Koper

asi

55
Kop

60
Kop

65
Kop

70
Kop

Meningkatnya nilai
omset koperasi

7,5%

7,5 %

9%

10,5
%

12%

13,5
%

Pertum
buhan
volume
usaha
koperas
i sektor

riil

Pertum
buhan
volume
usaha
simpan

pinjam

Pertum
buhan

permod




alan
usaha
koperas

Meningkatnya skala
usaha UKM

0,5%

0,5%

0,6
%

0,6
%

0,7
%

0,7
%

Mening
katnya
usaha

kecil

menjadi
usaha

meneng

ah

1.2%

1.2%

2%

2%

2%

2%

Mening
katnya
kemitra
an
usaha
UKM

5
Kemitraa
n/Mou

Kemitr
aan/M

ou

Kem

itraa

n/M
ou

Kem

itraa

n/M
ou

Kem

itraa

n/M
ou

Kem

itraa

n/M
ou

Mening
katnya
keungg
ulan
kompeti
tif UKM
terstand

arisasi

40 UKM

40
UKM

40
UK

40
UK

40
UK

40
UK

Meningkatn
ya kualitas
tata kelola

organisasi

Nilai evaluasi

akuntabilitas kinerja

BB

BB

BB

BB

Capaian
realisasi
fisik
pengelo
laan
program
/kegiata

n

100%

100%

100
%

100
%

100
%

100
%




Capaian
realisasi
keuang
an
pemgel
olaan
program
/keuang

an

95%

95%

96%

96%

97%

97%

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

1.3.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional

dalam

rangka

pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi

serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang

tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan

pembangunan di bidang koperasi dan UKM.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang

telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi Pembangunan yang merupakan arah

yang akan dilalui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan, yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan

kekuatan dalam memanfaatkan peluang,

menggunakan kekuatan untuk

mengatasi tantangan/ancaman, mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan

peluang dan mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan/ancaman

Dalam rangka mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan

koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan sasaran yang

telah ditetapkan, beberapa strategi dan kebijakan yang secara operasional

ditetapkan sebagai berikut :



Tabel. ........

Hubungan hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan

No Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 | Meningkatka | Meningkatka | Meningkatny Meningkat kan Peningkatan
n Kinerja dan n Kualitas a Peran tatakelola penyuluhan,
Daya Saing | Kelembagaa | Koperasi dan koperasi yang pendampingan,
Koperasi n Koperasi UKM Dalam sesuai jati diri diklat serta
serta UKM dan UKM Pertumbuha koperasi, pengawasan
Dalam n Ekonomi berbasis sistem
Mengelola Daerah informasi
Potensi
Ekonomi
Daerah
Meningkatkan Peningkatan
produktifitas, kapasitas
manajemen usaha koperasi
usaha, pertanian, non
permodalan, pertanian dan
pembiayaan aneka usaha
anggota dan serta
SDM pengelola kemitraan,
dan pembina promosi,
Koperasi jaringan
pemasaran
serta
pemupukan
modal sendiri
Peningkatan
Meningkatkan penyelenggara
kompetensi an diklat,
manajerial, pendampingan,
standarisasi dan fasilitasi
perkuatan produk standarisasi
, akses produk, akses
pembiayaan dan permodalan,
pemasaran promosi,
produk UKM kemitraan serta
pemasaran
produk UKM
2 | Meningkatka Dinas Meningkatny Meningkatkan Penyempurnaa
n kualitas Koperasi a kualitas kinerja n manajemen
pelayanan UKM tata kelola pencapaian fisik pelaporan,
dan kinerja berkinerja Dinas dan keuangan keuangan serta
Dinas baik Koperasi serta kepuasan kualitas
Koperasi, UKM masyarakat pelayanan
UKM publik




BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Uraian Singkat

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan sebagai
implementasi dan penjabaran Visi dan Misi, serta sesuai dengan Strategi dan
Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan pada
Bab V diatas, serta bedasarkan perhitungan yang realistik terhadap
kemampuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pilihan
program prioritas yang akan dilaksanakan. Program prioritas tersebut
diupayakan memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan
program lainnya yang digariskan dalam Program Pembangunan Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Program yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Sumatera Barat sama dengan program yang tertuang pada Renstra
sebelum perubahan, hanya menambah beberapa kegiatan yang menunjang
pelayanan Mess UPTD Balatkop dan PLUT, dengan kegiatan-kegiatan pokok
yang diuraikan sebagaimana berikut :
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pembenahan koperasi tidak aktif

Pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan
Penilaian koperasi berprestasi/koperasi award
Revitalisasi kelembagaan koperasi
Pembubaran koperasi primer dan sekunder provinsi yang tidak aktif
Penilaian dan usulan tanda penghargaan bagi tokoh koperasi
Sosialisasi perkoperasian dilokasi TMMD/N
Penyuluhan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif
Bimtek pengembangan koperasi berkualitas
Sertifikasi pengelola koperasi
Bimtek peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
Pelathan Teknis penghitungan Pajak bagi Koperasi
Pelatihan Penilaian kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi
Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola Koperasi
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UMKM

Sinkronisasi program dan Kegiatan pelatihan Perkoperasian dan



Pelatihan Bisnis Plan bagi Koperasi

Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM

Pelatihan Penataan kelembagaan Koperasi di sektor riill

Pelatihan  Penerapan  Manajemen Resiko bagi  pengurus

KSPPS/USPPS

Pelatihan Perkoperasian bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pelatihan Manajerial bagi KSP PS/USP PS

Pelatihan Standar Kompentensi Riteil Koperasi

Pelatihan Standar Kompetensi bagi pengelola KIK

Pelatihan Pengawasan Koperasi bagi Aparatur

Pelatihan SKU bagi Pengelola Koperasi

aa. Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi bagi Pengurus/Pengelola
Koperasi

bb. Pelatihan Penataan Kelembagaan dan Prosedur Pengsahan Akta
Koperasi bagi

cc. Pelatihan Penyelenggaraan RAt bagi Pembina dan Pengurus Koperasi

dd. Pembinaan dan pelaksanaan pemberian izin usaha simpan pinjam
koperasi

ee. Pembinaan dan pelaksanaan pemberian izin pembukaan kantor
cabang koperasi

ff.  Penilaian Koperasi Simpan Pinjam Award

-~ 0 - QO
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2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pembinaan Peningkatan daya saing Koperasi/KUD sektor Pertanian

b Revitalisasi Usaha Koperasi Pertanian

c. Peningkatan Usaha Ritail Koperasi

d Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pengelola Pasar dan Pengelola
Pasar rakyat

e. Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One
Vilage One Product ( OVOP ) melalui Koperasi

f. Pembinaan Usaha Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar
Koperasi ( GEMASKOP )
Pembinaan Koperasi sektor Riil menjadi Skala Besar

h.  Pembinaan Usaha Koperasi sektor Pariwisata

i. Pembinaan Usaha Koperasi Kawasan Agrobisnis

J- Peningkatan peranan koperasi sektor aneka usaha

k.  Peningkatan dan evaluasi permodalan koperasi

l. Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syariah



3.

2.

N

Pembinaan pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi

Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi
Pembinaan pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam
koperasi

Fasilitasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana
bergulir

Fasilitasi penyertaan modal pemerintah bagi koperasi

Optimalisasi peningkatan PAD melalui Mess UPTD Balatkop

Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :

a.

—T@a@ e ao0oT
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Perkuatan produk UMKM

Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dilokasi sentra
Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat
Pembekalan ketrampilan bagi wirausaha baru

Fasilitasi pengembangan UMKM

Peningkatan Sarana dan Prasarana PLUT

Pengembangan Sarana dan prasarana promosi hasil produksi
Partisipasi Promosi produk UMKM

Sosialisasi dan koordinasi pendaftaran merk dan sertifikasi halal

Temu mitra UMKM

Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga
non bank

Pelatihan Teknis penyusunan Proposal bagi pelaku UMKM

Pelatihan Manajemen usaha bagi UMK Kawasan Wisata

Pelatihan pengembangan Usaha bagi UMKM

Pelatihan Akuntansi bagi UMK

Pelatihan AMT bagi UMK

PENDANAAN INDIKATIF



Tabel 5.1

DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN
CAPAIAN SKFD
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA PADA 2016 27 2018 219 2020 praiva ) ;
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM [OUTCOME) AWAL UNG
KEGIATAN [OUTPUT) TAHUN JAWAE
PERENCA T Rp. (Jt} T Rp. (Jt} T Rp. (Jt} T Rp. (Jt) T Rp. [Jt) T Rp. (Jt)
NAAN
1 Kapasitas Tingkat
organisasi Dinas |Kepuasaan
Koperasi, UMKM |Masyarakat 3 3 3 M 1M M
terhadap
pelayanan Dinas
Koperasi, UMKM
i P 100% 100% 1.876.000 100% 2.595.000 100% 1.837.000 100% 1.986.000 100% 2.165.000 100% 2.329.000
Perkantoran administrai perkantoran
Fenyadizan Ja=3 Surst Ii’i‘:i"‘ jasa surat 12 bin 12 bin 20.000| 12bin 40.000 | 12 bin 40.000| 12bin 42.000| 12bin 45.000| 12bin 52 500
n Jaza Komunikasi, |Tersediznya Jasa
daya Air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya 12 bin 12 bin 275000 | 12 bin 275.000 12 bin 225.000 12 bin 280.000 12 bin 322.000 12 bin 4E.T0D
air dan listrik
Fenyadizan Jas3 Kepersihan | Terisksananya kepersinar 12 bin 12 bin 183.000 | 12 bin 230000 12bin 210.000| 12 bin 230.000 | 12 bin 250.000 | 12bin 260.000
Kantor kantor
Peny=dizan At Tuls Kantor | Tersadiznya ATK 12 bin 12 bin 50.006 | 12 bin 75.000 | 12bin 75.000|  12bin 75000 12 bin £0.000| 12tin 87.500
Penyedizan Barang Cetakan | Tersedianya barang cetakan
dan Penggandaan dan peng: 12 bin 12 bin 50.000 | 12bin T6.000 12 bin 78.000 12 bin 78.000 12 bin £0.000 12 bin £1.300
perkantoran
Penyedizan Komponen Tersediznys komponen
In: =i Listrik/Penerangan 12 bin 12 bin 35.000 | 12bin 35.000 12 bin 35.000 12 bin 35.000 12 bin 40.000 12 bin 48.650
Bangunan Kantor.
Penyedizan Peralatan dan iamya peralatan dan 33 unit AC 33 unit AC 3 unit AC 4 unit AC 2 2 unit AC 4 unit AC 2
Perlengkspan Kantor pan kantor 1PH, 4 unit 1P, 4 unit 1PK, Tunit PH, 5 unit 1P, 1 unit PH, 3 unit
C2ZPK 2 CZPK 2 mesin tik, & mesin tik, 1 mesin tik, 4
wnit mesin unit mesin unit filing kabinet, 2 unit filing
tik, Z unit tik, 2 wnit kabinet, Tunit unit gensst kabinet, 1
mesin mesin genset unit genset,
penghancur 1 wnit
kertas, 14 pompa,
kabinzt, 2
unit genset, £11.100 | kabinet, 2 T25.000 85.000 100.000 140.000 153.200
1 unit unit
pomps, 2 gensst, 1
unit tanki unit
air, 2 unit pompa, 2
kulkas, 2 unit tanki
unit rak air, 2 unit
piring kulkas, 2
unit rak
piring

57




DATA

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANARN

CAPHAN .
e INDIKATOR KINERJA | PADA 06 M7 08 bl 0 0 PEAIGE
NO | TUJURN SASARAN KODE | FROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM (OUTCOME) | AWAL
SASARAN UNG
KEGIATAN (OUTFUT) | TAHUN
T Ry | T Rp. (i) T Rp. (i) T Ry | T Re(f | T Rp.(J) | JAWAB
PERENCA
HARN
Penyediaan Bahan Bacaan dan |Tersedianya bahan bacaan
Peraturan Perundang-undangan 12 tin 12 bin 15.000| 12bin 2000 ( 12t 2000 12bhn 2000 12t 26000) 12bin J2700 | Bekretaniat
enyediaan Wakanan da erzedianya makan da . )
;i'r?’r;j;‘“” i I”:’;r'j‘r”’ MO ks 00k | 0|20k SO0 | 0k | S0000| 00kck | 0000 | M0kotsk | G000 | 200komk| 68460 |Sekcema
Rapat-apat Koordinasi dan | Terlaksananya rapat,
Haonzultazi ke Dalam dan Luar |koordinazi dan konsultssi 12 bln 12 bln W00.000| 12bhn FR00| 12bh FR00| 12bh EED.000 | 12bhn FE0.000 | 12bin FR0.000 |Sekretariat
Diaerah
Fenyzaan asa Spr o E’i:"“”ﬁ WO gee | owme | omon| we | omon| wee | oooom| woe | o | wee | onom| 2 | 2500 |k
Penyedaan Jass Penganan  Tersedanys Jas2 wen | 2en | 2ess| wen | o7oom| wee | 20| wee | moom| 2o | 20000| f2bn | 255000 |Sekea
Hantar Pengaman Kantor
Penyediaan Jasa Informasi, | Tersedianta jasa informasi, | ., - : - o - - o - -y - - e
Dotumertas o Putias k. Oan s 2th | 12tk 45400| 12t 0000| 12t 00| 12tk 0000 12t 5000 12t 63,000 | Sekretariat
Penyedaan Jas Pembinazn Tesedanamenidldan |y | g 00| f2th | 2000| f2bh 00| 26 | BON| f2bn | BM0| f2th | 35000|Seketaiat
Mental dan Fizik Aparatur figik aparatur
Peninghatan Sarana dan Persentase berfungsinya
g sarana dan prasarana 100% | 100% | 265000 f00% | 2622000| 0% | 1350000 | 00% | 1.463.000| 900% | 1588376 | 400% | 4.720.41 |Selstarit
Prasarana Aparatur
aparatur
128t
verticalbiing,
Pengadaan peraltan gedung W sat ot
kantor westafzl Z4000
kamar
mandi




NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM [OUTCOME)
KEGIATAN (QUTPUT)

DATA
CAPAIAN
PADA
AWAL
TAHUN
PERENCA
MAAK

CAPAIAN KINER.JA PROGRAM DAN KINERJA FENDANAAN

216

M7

218

2019

pruival

SKFD

Rp. [t}

T Rp. [t}

Rp. [t}

Rp. [t}

Rp. [t}

Rp. [t}

UNG
JAWAB

Kendaraan Dinas

iznya kendsrasn
nal kantor

435.000

558.000

1 ==t meja

6 meja), 2
==t
workstation |

wnit kursi

kerja, 70
wnit kursi
makan, &0
==t tempat
tidur, 2 unit

sofa, 9 unit
lemari arsip,
4 unit lemari
buku, 30
unit kemari
pakaian, 30
wnit meja
rias, 152t
lemari arsip
dorong

1.285.450

317310

432300

219.478

225.000

Pengadsan Komputer ¢
Jaringan Komputerisasi

Tersedisnya Homputer dan
Jaringan Komputerizasi

14 unit
komputer, &
unit lsptop,
14 unit
printer, 14
unit UPS

377.000

210.000

210.000

235.000

175.000

180.711

Alat Studio, Alat
Komunikasi dan Alat Informasi

Tersedisnyan Alst stud
alat komunikasi dan alat
informasi

Kamera 1
unit, TV 2
unit, LD
Proyektord
unit, sound
sistem 1
less.
1 unit

conference,
2 unit
Faximile

303.550

Kamera 1
unit, TV 2
unit, LCD
Proyektord
wnit, sound

sistem 1

z
wnit, 1 wnit
mic
conference
+ 2 umit
Faxtimile

Kamera 1
unit, TV 2
unit, LCD
Proyektord
unit, sound
set,

sistem 1

Kamera 1
unit, TV 2
unit, LCD
Proyektord
unit, sound
sistem 1 set,
warless 2
1 unit

210.500

Kamera 1
unit, TV 2
unit, LCD
Proyektord
unit, sound
sistem 1
set, warkess
unit

2 wnit, 1
mic

conference,
2 unit
Faxtimile

185,000 |

Kamera 1

unit, TV 2
unit, LCD
Proyektord
unit, sound

sistem 1

165.000

59




DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN
CAPAIAN SKFD
SIS INDIKATOR: KINERJA PADA 26 M7 M8 213 2021 PENANIGG
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME]) HRWAL UNG
KEGIATAN [QCUTPUT) TAHUN JRVUAE
FERENCA T Rp. [t} Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t} Rp. [t} Rp. [t}
MNARN
raan Rutin/Barkals Terpeliharanya alat studio,
Alat komunikasi, |alat komunikasi dan alat
Alat informasi informasi
warless 2
unit, mic
conference
1 unit,
speaker & 15.000 15.000 18.750 18.725 2.320 20.000
unit, tape
recorder 2
unit,
ampliplayer
2 unit,
kamera 2
Femeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanys Gedung
Gedung Hantor
150.000 177.000 182.500 192.750 157.500
Balatkop
Femeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanys kendaraan mbil 3 unit,
Hendarzan Dinss/Operazionzl  |operazional mator 10 20.000 100.000 112.500 120278 128.500 130.000
unit
Femeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanys perlstan dan AC 21 unit,
Feralstan dan Perlengkapan periengkapan Genzst 4
Kantor unit, mesin
tik 15 wnit,
mesin bs2n 20.000 20.000 22,000 25,000 25,000 28.000
Femeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanys meubsler
Meubsleur
mejz ezslon
& unit,
lemari kayu
16.000 16.000 18.250 20.000 20.000 22.000
unit, kursi
rapat 33
unit, rak
arsip 1 unit,
sofa 1 unit




CAPAIAN KINER.JA PROGRAM DAN KINER.JA PENDANARN

DATA
CAPRIEN %0
— INDIKATOR KINERJA | PADA ite iy g a an an AN
NO|  TUJUBN SASARAN SR KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM (QUTCOHE) | AWAL G
KEGIATAN (OUTPUT) | TAHUN
PERENCA ke
i T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. ()
Pemelinarzan RutinBerkals | Terpeliharanyz Komputer komputer 18
Homputer dan Jaringan dan jaringan unit, lsptop
Komputerizasi 18 unit,
printer 18
unit, UPS 18| 30000 000 50 35000 35000 37000 |Bekretariat
unit, jaringan
LAN 1 sat
Parralirlaraar Rthir.-Eerkala ITalrpalirararya instalazi dan 2 gedung 0 2 geding 200 2 geding 00 2 geding s 2 geding am 2 geding 5,000 ket
Instalasi dan Jaringan jarngan
Par-;alolaz‘lr, Pengamasan dan |Terkeklanya asest SKPD 12thn 00 12thn 40 12thn ) 12thn ) 12thn 90 12thn 00 |osistaa
Pengendalian Asset SKPD)
Peningatn Displn | oo dispin
aparatur dalam Borg | Morg 43.000 | 84 org 0000 | Borg 60.000 | 84 org 13000 | Horg 18886 | 8 org B5.542
Hparatur o
berpakaian dinas
Pengadaan Pakaian Dinas  (Tersedianys pakaian dinas
Beserta Perenghapannya  |danhelengakapannyabagl | B4 M ) M RO M 0on| T M HEAl M 8,547 | Sekretariat
aparstur




CAPAIAN KINERJA PROGRAN DAN KINERJA PENDANARN

DATA
CAPAIAN SKPD
e INDIKATOR KINERJA |  PADA i nir g i un e
NO TUJUAN SASARAN CASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM (OUTCOME) | AWAL NG
KEGIATAN (QUTPUT) | TAHUN
PERENCA JATRE
NN T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. ()
:E;:;E:‘::r::;f;i:? mt:;if:ﬁ'ad"i‘;:}” PNS 1 Sorg | sorg 0000 Sorg | 104000 Sorg | 20000\ Sorg | 26000| Sorg | 23712| Sorg | 253410
Bimbingan Teknis Tersedianya jumizh aparat
Implementasi Perturan yang mengikuti Bintek Jjorg Jorg 00| Sorg 104.000| Jorg 0000| Jorg 218000 | Jorg 23372 dorg 253,110 | Sekretaniat
Perundang-undangan perundang-undangan
1 Nilai
ahuntabitzs B B B B8 B8 B8
kinerja Dinas
Koperasi, UMKH
Peningkatan Pengembangan Tingiat kmsualmn -
Sistem Pelaporan Capaian [P oPOraN G3PAEN KINET2 | ypp | gy 8| 1 | sro0|  n mm| 1 B 1 mas| 17| s
T pada unit kinerja SKPD
Kinerja Keuangan
Pemyusunan Laporan Capaian | Tersusunmya laporan
Hinera dan lkhtisar Reslizasi  |capaian kinerja SKPD fBlap .00 Blap 74375  Blap TR616| Blap 85000 | Blap %825 Glap 116.213 | Seknetaniat
Kineria SKFD (Lakip, LR, LFFD,EXFD)
Fenyusunan Frencaraan g | TEsLaumya pencaraan GDok | 15150\ 60k | 112625| 8Ok | 175 6Dok | 1460 | 0ok | 15600| 6Dk | 175000 |Sekretmit
penganggaran SHPD dan anggaran SHPD
Menitoring dan Evaluasi Tersl.sl."fr'_.ra Iaporan Money
Program dan Kegiatan SKPD | program urusan KUMKN 2lap 850 | 2lap 0350| 2l B0 Ilap 102800 | 2lap 14000 2Lap 118,000 | Sekretariat
Pengembangan dan Tersusunnya data dan 1 dats 1 dsta 1 dsta 1 dsta
Peningkatan Data dan informasi - nom| 7 FAGE) |1databased|  E5.290 |1databased| E20N0| gan| 50,500 |Sekratariat
Infomasi based bazed bazed bazed




CAPAIAN KINERJA PROGRAN DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKPD
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA | PADA e 7 e L nn aH PENANGE
NO | TUJUAN SASARAN CASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM [OUTCOME) | AWAL NG
KEGIATAN (QUTPUT) | TAHUM
PERENCA JHlE
AN T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. ()
3 Opini BPK dan
Publik tentang
Laporan atas B B B B B BB BB
Kinerja
Keuangan Dinas
Koperasi, UNKM
Peningkatan Pengembangan . .
Sistem Pelaporan Capaian | "oTingHatnya tertib 0% | 100% 100% 100% 100% 100% 100%
S administrasi keuangan
Kinerja Keuangan
Penatauzzhaan Keuangan Tersadianys jaza pendukung
SKPD ‘administrasi perkantoran 12 bin 12 bin 20000 12bin 136.000| 12bin M0.000| 12bin 385000 | 12bin WT500| 12bin 152,500 | Sekretariat
4|Meningkatnyz  |Meningkatnya | Pertumbuhan Program Peningkatan
kualitas koperasi koperasi kualitas kelembagaan
kelembagaan  |berkualitas berkualitas koperasi ? ? TH.000 4 1.428.000 1 1.384.000 i LIM.TH 10 L1567 iz 137
dan organisasi
koperasi
Penilaian koperasi Terlzksananys penilaian i 12548 I8 Z28.000 i 150.000 i 4TH i FEEET| B X027
berprastasihoparasi award koparasi Bidang
berprestasihoperasi award EI(PI(’
Penilaian dan usulan tands | Terlaksananya penilaian dan 7 275,000 7 350,000 7 7 45000 7 275,000
penghargaan bagi tokoh usulzn tanda panghargasn .
koperasi bagi tokioh koperasi Bidang
BHPH




CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKPD
5T INDIKATOR KINERJA | PADA 2016 o7 2018 013 2020 02 e
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM (QUTCOME) AWAL UNG
KEGIATAN (QUTPUT) TAHUN
PERENCA S
NABN T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. ()
Bimtek pengembangan Terlaksanznya bimtek 40 125000 40 50.000 45(  105.000 45 110.000
koperasi berkuslitas pengembangan koperasi Bidang
berkualitas BHPK
Sertifikasi pengelols koperasi | Jumizh pengelols koperasi 20 184000 il 50.000 200 105000 20 105.000
yang bersertifikasi Bidang
BHFPHK
Bimtek peraturan perundang- | Terlsksananys bimtek i} 140,000 i} 80.000 i} 80.000 150 100,000 i} 80.000
undangan tentang peraturan perundang- Bidang
perkoperasian undangan tentang BHPH
perkoperasian
Pelathan Tekniz penghitungan | Terlsksananys Pelathan
Pajak bagi Koperasi Teknis penghitungan Pajak _ _ _ UPTD
Elam 2 132 787 Elama 2 1204 Elaom 7 AR T
bagi Koperasi B0 org, 2 Akt 12,78 B0 org, 2 Akt 20,000 B0 org, 2 Akt 45.000 Balatiop
Pelstihan Penilzian keszhatan |Terlsksananys Pelatihan
Simpan Pinjam bagi Pembinz | Penilzian kesshatan Simpan
iniam bagi Pembing N N N _ UFTD
Finjam bagi Pembina Borg, 2AK| 132787 Blorg, 2AKt|  120.000 |60 o 3akt| 120000 E0org, 3akt| 140000 |
Balathop
Sinkronizasi program dan Terlskzananya koordinasi
Hzgiatan pelatihan tentang program dan 30 org 30 org 30 org D org D org UFTD:
Perkoperazian dan UMKM Kegiatan pelatihan Apartur di 50.000 Aparatur di 45.000 |Aparatur di 50.000 |Aparatur di 55.000 |Aparatur di 60.000 Balatka
Perkoparasian dan UMW Kab./Hata Kab./Haota LELNLGE] Kab./Hota Kab./Hota F
Pelatihan Bizniz Plan bagi Terlakzananya Pelatihan
Hoperasi Biznis Plant bagi Hoperasi 150 org, 3 _ _ N - - - . - - ; UFTD
s Ak: 350000 | 60 org, 2 akt 20000 (B0 org, 2 skt 20000 |60 org, 2 akt 45,000 Bslstkop




CAPAIAN KINER.JA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPRIAN SKPD
INDIKKTOR INDIKATOR KINERJA PADA 2018 17 2018 018 2020 an PENANGG
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME) AWVAL UNG
KEGIATAN [QUTPUT) TAHUN
PERENCA LS
AR Rp. [Jt) T Rp. [Jt) T Rp. [Jt) T Rp. [Jt) T Rp. [Jt) T Rp. [Jt)
Pelstihan Kewirsusshaan bagi  |Terlsksananys Pelatihan
Hoperasi dan UMKM Kewirausshaan bagi .
Koperasi dan UMKM '3:':':' a0 |e0 org, 2akt| 120000 [EDorg, 2akt| 120.000 |BDorg, Zakt| 145.000 E:':Ep
Pelstihan Penataan Terlskzananys Pelatihan
kelembagazan Koperasi di Penataan kelembagaan UFTD
sektor il Haoperasi di sektor riill 3D org, 13kt 85,000 | 30 org, 1 akt 85000 60 org, 2 akt|  150.000 Balatkop
Pelstihan Penerapan Terlsksananys Pelatihan
Manzjemen Resiko bagi Penerapan Manajemen UETD
pengurus KSFFS/USFRS Resiko bagi pengurus Worg, 1akt 85.000 | 20 org, 1 akt 85.000 (6D org, 2 Akt  145.000 |BDorg, 2 AKY 150.000 Balatk
KSPPEIUSFRS thop
Pelatihan P bagi |Terlzksananys Pelatihan
Dewan Pengawas Syarish Perkoperasian bagi Dewan UFTD
{DPS) Pengawas Syanizh (DFS) 30 org, 1 akt 85.000 30 org, 1 akt 86.000 |60 org, 2 Akt|  145.000 (BDorg, 2 akt| 150.000 Balatkop
Pelatihan Manajerial bagi KSP | Terlsksananys Pelstihan
PS/USP PS Manzjerial bagi KEP PE/USP _ _ UPTD
o 5000 (B0 om, 2 145.000 |BDom, 23 1500
Fe I org, 13kt 85.000 | 30 org, 1 akt 85.000 |60 org, 2 Akt 45.000 |BDorg, 2 akt| 150.000 Balatkop
Pelatihan Standar Kompentensi | Terlsksananys Pelatihan
Riteil Koperasi Standar Kompentensi Ritsil UFTD
Koperasi 30 org, 1 akt 85.000 | 30 org, 1 akt 85.000 (6D org, 2 Akt  145.000 |BDorg, 2 AkYy  150.000 Balstkop
Pelatihan Standar Kompetensi |Terlsksananys Pelatihan
bagi pengelols KJK Standar Kompetensi bagi UFTD
pengelols KJK 30 org, 1 akt 85.000 30 org, 1 akt 86.000 |30 org, 1 akt 86.000 |30 org, 1akt] 105.000 Balatkop




CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKFD
S INDIKATOR KINERJA | PADA 016 o7 018 013 020 o TTorEn
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM (QUTCOME) AWAL UNG
KEGIATAN (QUTFUT) TAHUN
PERENCA Sl
o T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. ()
Pelatihan Pengawssan Terlakzanznya Pelatihan
Hoperasi bagi Aparatur Pengawasan Koperasi bagi L . L . L e L . UFTD
Aparstur W0 org, 12kt 85.000 | 30 org, 1 akt 85.000 (30 org, 1 akt 85.000 [0 org, 1akt| 105.000 Balatiop
Pelatihan SKU bagi Pengelola | Terlsksananya Pelatihan
Koperasi SKU bagi Pengelola L - s n s o m i o m e UFTD
Koperasi 30 org, 1 akt 85.000 | B0 org, 2 Akt|  120.000 (60 org, 2 Akt 45.000 |50 ong, 2 Ak 50.000 Balatiop
Pelatihan Mansjgmen Ussha | Terlsksananys Pelstihan
Hoperasi bagi Manzjzmen Uzzha Koperasi
Pengurus(Pengeils Koperasi | bagi Pengurus Pengeiiz Worg, 1skt| 3000 |e0om 24k 120000 B0, 2k 145000 |poorg 2] 1moo00 | U0
Koparasi Balathop
Pelatihan Penatasn Terlakzananya Pelatihan
Kelembagaan dan Prosedur | Penataan Kelembagaan dan
Pengsahan Akta Koperasi bagi |Prosedur Pengsahan Akta UPTD
Pembina Koperasi bagi Pembina 3 org, 13kt 75.000 | 30 org, 1 akt 30.000 |30 org, 1 akt 85.000 (Worg, 1akt| 50.000 Balatiop
3| Meningkatnya  |Meninghatnya Persentase Program Peninghatan
kualitas koperasi koperasi aktif kualitas kelembagaan
helembagaan |berkualitas koperasi 04 Fi| 600000 T8 554000 TG B0 T4 288560 | 742 T de vl B 1.052 938
dan organisasi
koperasi
Pembenzhan koperasi tidsk | Terlsksananys pembenzhan i} 75.000 7 54.000 ] 85.000 ] 100000 7 12242 ] 125.000
aktif koperasi tidak aktif Bidang
BHFPH
Revitalisasi kelembagaan Jumish keperasi yang 0 184 425 0 225.000 0 222.000 0 233.560 0 250.000 0 272538
koperasi direvitalisasi Bidang
kelembagaannya BKFK




CAPAIAN KINERJA PROGRAN DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN KD
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA | PADA e mr s s 20 a PENANGG
N2 TUJUAN SHSARAN ASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM (QUTCOME) | AWAL UNG
KEGIATAN (QUTRUT) TAHUN
PERENCA SRR
AN T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. ()
Pembubaran koperasi primer | Terlsksananya pembubaran 10 75.000 10 85.000 10 75.000 10 85.000 10 100.000 10 115.000
dan sekunder provingi yang  [koperasi primer dan Bidang
tidak aktif sekunder provinsi yang BHPH
tidak aktif
Pelatihan Peningkatan Terlsksananya Pelatihan
Hompatensi Pembina tentang | Peningkatan Kompstensi ; . . . . . . . . i, . UFTD
60 ong T8T B0 arg il B o 7o 7, 33 04
Koperasi Pemin tentang Koperasi &0 org, 2 Akt 3278 B0 org, 2 Akt 50.000 B0 org, 2 Akt 0.000 (%0 org, 3akt|  270.000 Baltiop
Pelatihan Akuntansi bagi Terlsksananya Pelatihan
engurus/pengslols Koperasi | Akuntansi bagi UPTD
e T o 2| 132757 Do, 2AK 50000 |E0org 2Ak| 150000 |00 akt| 240000 |Edong Zak|  170.000 .
pengurus/pengelola Koperasi Balatkop
Pelstihan Penyelenggaraan | Terlaksananya Pelatinan
RAt bagi Pembina dan Penyzlznggarasn RAt bagi
Pengurus Koperasi Pembina dan Pengurus UFTD
Koperasi Gliorg, 2Akt|  150.000 |S0Dorg, 2 Akt| 240000 [BDorg ZAKt  170.000 |0 org, 3kt 270.000 Baiatkop
6| Meningkatnya  Meningkatnya Program Peningkatan
kualitas koperasi kualitas kelembagaan
kelembagaan  |berkualitas Pertumbuhan koperasi 575 [ 155 6215 B 65 64| 675 3 7 m| 1B 366
dan organisasi jumlah anggot
koperasi kaperasi
Pemasyarakatan Terlzkzananyz 1] 44000 M0 244000 1] 244000 1] 244000 1] 44000 ETO 244000
perkoperasian bagi pemangky | pemasyarakatan 5
kepentingan erkoperasian bagi 1
penting perops! 3 aKEK

pemangku kepentingan




CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA | PADA 16 21 218 219 220 2021 SKPD
NO TUJUAN SASARAN Irﬁ;’;ﬁ:ﬂﬂ KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM [OUTCOME) VAL ’ UNG
KEGIATAN [OUTPUT) TAHUN
PERENCA 2
e T Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t}
Terlaksananya 3 41.000 3 50.000 3 50.000 3 60.000 3 80.000 3 80.000
dilokasi TMMD/N perkoperasian dilokasi
TMMD/N Bidang
BHFHK
Penyuluhan perkoperasian bagi | Teraksananys penyuluhan s 100.000 s 100.000 s 125.000 s 150.000 s 150.000 s 150.000
kelompok ussha produktif perkoperasian bagi Bidana
" idang
kelompok usaha produktif BKFK
T ¥ ¥ Per Program Peningkatan dan
peran koperasi |peran uszha volume uszha pengembangan daya saing
sektor riil dan  |koperasi sektor | koperasi sektor koperasi
usaha simpan  |riil dan riil
pinjam koperasi| pemanfaatan
dalam potensi ekanomi 1.3 1.3 1.250.000 3 1.967.000 43 2.452.000 [ 2.691.360 1.3 2.812.052 9 3453732
perekonomian  |daerah
daerzh
Fembinsan Feningkatan dsys | Jumlsh pesarts yang 50 ong 60.000 105 ong 162.140 100 org 162.000 100 66.360 100 200.000 100 220,000
=aing HoperasiUD sektor mengikuti Bimtek dan Rakor
Pertanizn Bidang
PUK
=asi lJszha Koperasi | Jumish peserta yang 50 org 70.000 450 org FEE D00 400 org 300.000 400 org 325.000 400 org 340.000 400 org 375.000
Pertanian mengikuti Bimtek, Rapat
dan Temu Koperasi Bidzng
PUK
Feningkatan Uzaha Ritsil Jumlsh pesarta yang 2x 60 org 100.000 |Zx60org | 203.000 2x60org 250,000 2x 80 org 300.000 | Zx60org 320.000 | 2xGDorg | 400.000
Hoparasi mengikuti Bimtek dan
Rakor, s=rta kop yang Bidzng
menerima bantuan UK




CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKPD
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA FADA 26 27 018 ik ] 020 20H PENANGG
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME) AWAL UNG
KEGIATAN (QUTPUT) TAHUN JAWAR
PERENCA T Rp. (Jt} T Rp. (Jt} T Rp. (Jt} T Rp. (Jt} T Rp. (Jt} T Rp. (Jt}
NAAN
Hoordinasi Pembinzan Usaha  |Jumish peserts 2x60org 60.000 |2 x&Dorg, 162.204 |2x60org, 2| 180.000 2x80ong 140.000 | 2x60org 160.000 | 2xG0org | 200.000
Kops: lola Pasar dan | bimtekirapat pengelolaan 2 mator mitor
Fengelola Fasar rakyat pasar keberzinan kebersihan Bidzng
PUK
Pengembangan Produk Jumish pezertz yang 18 kop 135.000 18 kop, 675,656 18 kop, T00.000 18 kop, 200.000 19 kop, £10.000 19 kop, 825.000
ggulan Dasrah deng mengikuti Bimtek dan temu bantuan bantuan alat bantuan alat bantuan alat bantuan alat
Pendzkatan One Vilage bizniz pengembangan FUD alat untuk untuk kop untuk kop untuk kop untuk kop Bidang
Product { OVOP ) melalui dengan pendekatan OVOP 1 kop PUK
Hoperasi melzlui Koperasi
Fembinaan Uzaha Koperai | Jumizh keikutserizan dalzm Tl x| EEEEON | kel | REE BED Fkai 355,000 Fkai 355550 Fkai 350500 Fhaii | EEE B
melzlui Gerakan Mazyarakat  |Harkopnas dan Harkop Prov HKI kop, 1 kali
Sadar Koperasi | GEMASKOP ) |dan Bimtek Ussha dan 50 org Bidang
Perkoperasian sektor PUK
parwizata
Fembinazn Koperasi sektor Fiil | Jumiah peserts yang 13 org 300000 | 130 org 0000|130 org 340,000 Ti0org | EEOD00 | Tdborg | EED000 | EQorg | 3D0.000
menjzdi Skals Bezar mengikuti Bimtek, Rapat
dan Temu Hoperasi Bidang
PUK
Pembinaan Ussha Koperasi | Juulsh Bimtek Pembinzaan 2 x 80 org 100000 | Zx@Dorg 110,000 | Zx 8D org 140000 | ZxBDorg | 145.000
sektor Pariwisata Pembinzan ussha koparasi
sektor parwizata Bidang
FUK
Pembinaan Ussha Koperasi | Jumlsh peserta 150 org 240.000 130 org 260.000 150 org 270.000 150 org 300.000
Kawazan Agrobisnis Rakor/bimtek
Pengemba
Hoparasi Kawazan
Agrobisniz
Peningksatan peranan koperasi |Jumlsh peserta 100 org 100.000 100 org 100.000 100 org 2.082 100 org 103.752
sektor anska ussha Rakor/bimtek Peningkatan
Pran KUMKM sektor anska Bidang
uzssha FUK




CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
(CAPAIAN SKFD
e INDIKATOR KINERJA PADA 2018 17 2018 018 2020 an sToreE
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM (QUTCOME) HAWAL UNG
KEGIATAN [QUTPUT) TAHUN
PERENCA L
NARN T Rp. (Jt) T Rp. (Jt) T Rp. (Jt) T Rp. (Jt) T Rp. (Jt) T Rp. (Jt)
&|Meningkatnyz | Meningkatnya Pertumbuhan Program Peningkatan dan
peran koperasi |peran koperasi  |volume usaha pengembangan daya saing
sektor riil dan  [dalam simpan pinjam koperasi
usaha simpan  (memberikan koperasi
pinjam koperasi|pinjaman kepada
dalam uszha mikro kecil 1.2 1.2 379.000 4 £37.000 36 1.033.000 48 1.115.640 & 1.207.122 12 1.307.344
perekonomizan  |anggotanya
daerah
Pembinaan dan pelsksanaan  [Terlsksananya pemberian Bidana
pemberian izin uszhs simpan | zin ussha simpsn pinjam - - - - 0 01.600 | 1z8E40 0 13z W] 142000 FI;DSjP
pinjam koperasi koperasi
Pembinaan dan pelsksanaan  [Terlsksananya pemberian ] 75,600 ] T6.000 ] 80.000 ] 55.000
pemberian izin pembukazn izin pembukaan cabang )
kantor cabang koperasi u=3ha simpan pinjam . . . . Bidang
koperasi FRUSF
Penilsian Koperasi Simpan Terlakzanznya penilsizn
Pinam Award operasi simpan pinjam - - - - 5| s 5| 10w 5| a0 5| imo| oo
Award FRUSP
0181000 10 188000 10 210.000 10 210.000 10 225000 10T
. Terlskzananya koordinasi
Peningkatan peran I .
cimpan piniam koperasi pola | sosialisasi usaha Bidang
:IITp.c\I' PITiEM KOpEr=! po simpan pinjam koperasi pola FRUSP
syarish o
=yarizh
Pembinaan pelsksanaan uzshs |Terlsksananys pelaksanaan 1 172,000 1| 41000 40 240.800 40 260000 45 282.500 45 12000
simpan pinjam koperasi aturan usaha simpan pinjam )
kopereasi Bidang
FPUSP




‘CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKPD
o INDIKATOR KINERJA | PADA 2018 017 018 19 Sl it PENANGG
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN FROGRAM (OUTCOME) VWAL UNG
KEGIATAN [OUTPUT) TAHUN
PERENCA R
S T Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t} T Rp. [t}
Pembinaan dan pengawsssn  |Terlsksananya pengawssan 125 225.000 125 230.000 125 280.000 125 310.000 125 342.500 125 365.000 | Bidang
usaha simpan pinjam koperasi |kesehatan ussha simpan FPUSP
pinjuam oleh koperasi
] Per Program Peningkatan dan
peran koperasi |peran koperasi | permodalan pengembangan daya saing
sehtor riil dan  [dalam uszha simpan koperasi
uszha simpan  (memberikan pinjam koperasi
pinjam koperasi| pinjaman kepada
dalam usaha mikro kecil 13 13 379.000 6 450.000 39 708.000 5.2 765.720 €3 828.509 78 87275
perekonomian  |anggotanya
daerah
Feningkatan dan evaluasi Terlsksananya koordinasi 50 195.000 50 450.000 50 279.000 50 NZTH 50 337.000 ] 371.000 | Bidang
permodalan koperasi dan evaluasi permodalan FPUSF
koperasi
Penataan Dana Bergulir yang | Teraksananys pembinaan 20 184.000
Diikelols Koperasi administrasi dana bergulir
- - - - 45 125.000 45 130.000 45 45 172.000 | Bidang
Pembinaan pelaksanaan Terlasananya penilaian FRUSF
penilaian kecehatan usaha kesehatan usaha simpan
simpan pinjam koperasi pinjam oleh koperasi
Fasilitzsi pembentukan Badan |Terzksananys - - - - 205,800 215.000 195.509 185.275 | Bidang
Layanan Umum Dasrah pembentukan BLUD dana FPUSF
{BLUD) dana brgulir bergulir
Fazilitasi penyertazn modal Terlsksananya penyertaan - - - - 10 59.200 10 108.000 10 144.000 10 159.000 | Bidang
pemerintah bagi koperasi modal pemerintah ke FPUSF
Hoperasi

71




CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKPD
ST INDIKATOR KINERJA | PADA 016 17 018 018 2020 24 Tires
NO TUJUAN SHEARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | PROGRAM (QUTCOME) | AWAL UNG
KEGIATAN (QUTRUT) TAHUN JANIAB
PR T | Rewy | T [ Rem| T | Re@| T [ Re(| T | Rewy| T | Re
10{Meningkatnya |Meningkatnya Peningkatan Program Peningkatan dan
kontribusi skala usaha dan |usaha mikro pengembangan daya saing
UMKM dalam  |daya saing UMKM | binaan menjadi UHKK 15 15 3.236.000 3 £94.000 435 944.000 1] 1.019.520 15 140341 9 1.194.680
perekonomian usaha kecil
daerah
Pembinzan dsn Pengembangan | Terlsksansnys peningkstsn & zentra 80.000 |375 UMK| 155.000 (250 UMK (10  104.000 |250 UMK {10 104.520 (250 UMK| 110,000 |250 UMK| 115000
kelembagasn dilokasi sentra | kelembagaan ussha UMKM {180 LMK} (15 zentrs) zentrs) =Entrs) (10 ==ntra) (10 ==ntra) Bidang
dilokasi sentra FLMKM
Peningkatan Gerakan Tenpadu|Terlsksananys peningkstsn - - |2 paket| 220,000 (1 paket|  120.000 |1 psket|  120.000 (1 psket| 128421 psket| 134880
Penzsjzhterasn UMKM[UMK  binaan  gerskan bantuan bantuznkema bantuanksm bantuankem bantuankem Bidang
Sumatera Barst terpadu penzejshtarasn kamazan zan 3230 3zan 3zan FUMIN
UMKM Sumaters Barat
Terlsksananys bantuan 0 unit n unit 0 unit 0 unit
zarana PHL dan kemazan etalaze uth etslaze  uth stalaze  uth ctalszz  uth etalzze uth
bagi UMK binsan gerskan 60 PHL W RHL W PHL A PHL A PHL
terpady
Terlzkzananyz Bimtzk 45 UKM (7 82.138 (200 UKM 200 UKM 200 UKM 200 UKM 200 UKM
pemasaran onling wilayah)
Pembekalan ketrampilan  bagi| Teraksananya pembekalan - - - - | 200 UKM BE.000 (200 UKM 50.000 (200 UKM 100.000 | 200 UKM 100.000
wirauzaha baru ketrampilan bagi wirsusaha )
bhary Bidang
PUMKM




DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANARN
CAPRIAN SKPD
3 INDIKATOR KINERJA PADA 2018 17 2018 018 2020 an TToreE
TUJUAN SASARAN SATARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME) AWVAL UNG
KEGIATAN [QUTPUT) TAHUN
PERENCA LS
NALN T Rp. [Jt) T Rp. [Jt) T Rp. [Jt) T Rp. [Jt) T Rp. [Jt) T Rp. [Jt)
Fasilitasi pengembangan | Terlzksananyz - - - - |3 orang 86000 (38 orang 20.000 |28 orang| 100000 |38  orang| 110.000 (Bidang
UMKM pendampingan UMKM penggiat penggiat penggiat penggiat PUMKM
melsli  generasi muds
penggiat LMKM
Terlzksananya Forum Group 40 org 40 org 40 org 40 org
Discussion (FGD)Y
pengembangan UMKM
Terlaksananya studi banding 10 org 10 org 10 org 10 org
dan magang pads ussha yg
sukzas
Temu mitra UMKM Terlsksananya temu mitra 25 LIMKM 60.000 |30 UMKM 75.000 (30 UMKM 75.000 |30 UMKM 75.000 |30 UMKM 75.000 |30 UMKM 75.000 |Bidang
UMKM PUMKM
Peningkatan skses | Terlsksananyskoordinasi 240 UMEM 175.079 (240 UMKM 120.000 | 240 UMKM 100.000 240 UMKM 100.000 (240 UMKM 100.000 | 240 UMKM 110.000 |Bidang
pembizyaan LIMKM ke|dan sosiglisasi PHEL-BUMN PUMKM
perbankan dsn lembaga non|dsn program KUR
bank
Pelatihan Teknis penyusunan | Terlsksananya Pelatihan
Proposal bagi pelsku UMKM  [Teknis panyusunan UFTD
Proposal bagi pelzku UMKM 0 org, 2 Akt B0 org, 2 Akt 20.000 |60 org, 2 Akt 20 org, Z Ak Balatkop
Pelstihan Tekniz Terlskzananya pelatihan 216
Pengembangan Ussha Bagi  [teknis pengembangan ussha UFTD
UMK Wirauzaha Pemuls (DAK) (bagi UMK Wiraussha Balsthop
Pemula
Pelstihan Tekniz Terlskzananya pelatihan
Pengembangan Ussha Bagi  [teknis pengembangan ussha UFTD
Uzzha Mikro Kecil Kawasan bagi Usaha Mikro Kecil Balatkop
Wizata [DAK) Kawazan Wisata




CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKRD
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA PADA 2016 017 2018 2018 pavdl PENANGG
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME) AUVAL UNG
KEGIATAN [OUTPUT) TAHUN JAVIAR
o Re. (4t Re. (4t Re. (4t Re. (4t Re. (4t Re. (4t
Pelatihan Teknis Terlaksananya pelatihan 316.737
Pengembangan Us tekniz pengembangan ussha UFTD
UMK Pezarta W bagi UMK peserta magang Balatkop
Wirausaha (DAK) Wirsuzzha
Pelatihan Teknis Terlaksananya pelatihan 105.579
Pengembangan Ussha Bagi teknis pengembangan URTD
Usaha Mikro Kecil Kbidang usahabBagi Usaha Mikro Balathop
Sovenir[DAK) Hecil bidang Sovenir
Pelatihan Strategi Femasaran |Terlsksananya pelatihan 232274
Bagi UMK[DAK) strategi pemasaran bagi UFTD
UK Balsthop
Pelatihan Strategi Pembisyaan |Terlsksananya pelatihan 211.158
Bagi UMK[DAK) strategi pembisyaan bagi UFTD
UMK Balatkop
Pelatihan Administrasi Terlaksananya pelatihan 211.158
Keuangan Bagi UMK admil euangan bagi UFTD:
Wirausaha Pemulz (DAK) UMK Wirsuzzha Pemuls Balathop
Pelatihan Administrasi Terlaksananya pelatihan i
Hzusngan Bagi UMK Pesarts  |administrasi keusngan bagi URTD
Magang Wirausaha {DAK) UMK peserts magang Balathop
Wiraussha
Pelatihan Tekniz Terlaksananys pelatihan 105.579
Pengembangan Uszzha Bagi tekniz pengembangan ussha UFTD
UMK Pengolzhan Makanan bagi UMK pengolshan Balatkop
Berbasis Umbi-Umbizn (DAK) |makanan berbaziz Umbi-
Limbian
Pembinazan Tenaga Tersedianys tenaga B857.300
Pendamping {DAK) UFTD
Balatkop
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CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKPD
5T INDIKATOR KINERJA | PADA 016 o7 018 013 020 0 e
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | FROGRAM (OUTCOME) AWAL UNG
KEGIATAN (QUTFUT) TAHUN
PERENCA <
NARN T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. () T Rp. ()
Peltihan Manzjemen ussha  |Terlsksananya Pelatihan
bagi UMK Kawasan Wissta Manzjemen uszha bagi UMK
Kawzzan Wisata 150 org, 3 120.000 | 5D org, 3 akt 75,000 | 30 org, 2 skt S0.000 |S0org, 3akt|  100.000 (D org, 3 akt] 110.000 uFTD
Akt ' ' ' ' Balstkep
Pelstihan pengembangan Terlskzananys Pelatinan
Uzsha bagi UMKM pengembangan Usshs bagi UFTD:
UIMKM 60 org, 2 Akt 75.000 | 60 org, 2 Akt 50.000 (6D org, 2 Akt  100.000 [ org, 2akt| 110.000 Balatiop
Pelstihan Akuntansi bagi UMK |Terlsksananya Pelatihan
Akuntanzi bagi UMK UFTD
untensitegl Borg ZAkt|  TEO00 |E0on 2Aki| 30000 |EDery ZAkY{  100.000 |Mong 2mk| ti0.000 [
Balathop
Pelstihan ANT bagi UMK Terlsksananya Pelatihan
ANT bagi UMK s I . s ; . . UFTD
i 30 org, 2 Akt 75000 | 80 org, 2 Akt 20,000 |80 org, 2 Akt 00.000 |90 org, 3 akt 0.000 Balatkop
1.342.000 27| 1.622.000 2048 | 1.572.000 2.0H.760 2000 | 2187.544 20H | 2.369.110
11{Meningkatnyz  |Meningkatnya Peningkatan Program Peningkatan dan
kentribusi skala uszha dan |usaha kecil pengembangan daya saing
UMKM dalam  |daya saing UMKM | binazn menjadi UMKM 0.3 0.3 1.343.000 1 1.622.000 13 1.872.000 2 2.01.760 23 2487544 3 2.369.110
perekonomian usaha menengah
daerah
Perkustan produk UMM Terlsksananya peningkatan 450  UKM[  275.000 |180 UMK| 300.000 150 UMK (5] 322.000 [150 UMK (5| 380.000 (150 UMK (5] 400.00D (150 UMK (5| 425.000
produl UMKM {10 wilayah) {6 wilzyah) wilayah) wilzyah) wilayah) wilayah) Bidang
PLIMKM
Terlakzanznyz bantusn mesin jzhit
safana  dan  prasarana 3L unit,
produksi KM mesin
obraz 15




CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA FENDANAAN

DATA
CAPAIAN SKFD
R e INDIKATOR KINERJA PADA 2018 2017 2018 2013 2020 24 = oEE
NO TUJUAN SASARAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM (CUTCOME} AWAL UNG
KEGIATAN [QCUTPUT) TAHUN
PERENCA A
A T Rp. (Jt) T Rp. (Jt) T Rp. (Jt) T Rp. (Jt) T Rp. (Jt) T Rp. (Jt)
Pendampingan PLUT Terlsksananys - - - - | E00 UKM 200.000 (500 UKM 235.000 |500 UKM 250.000 | 500 UKM 280.000
pendampingan FLUT Bidang
PUMKM
Pengembangan Saranz  dan|Tarssdianys  zarana dan - - - - |stalzzs, 400.000 251.780 300.000 - 326.000 | Bidang
prasarana promosi hasil|prasarana  promosi hasil pajangan PUMKM
produksi produksi produk,
patung,
Partisipasi Promosi  produk |Partisipasi - promosi - produk 18 UMKM 542.000 | 5 event 580.000 |6 event 600.000 650.000 T00.00D (G event T58.110 |Bidang
UUMRM UMM (4 event) PUMKM
mibangan Lk Teriskeananya temu bienis 50,505 343 555 5D 505 EEAY ] 35T R 400000 | Bidang
engrajin UMKM Pengrajin  Sumbar PUMKM
dengan Prov. Batam, Kaltim
dan Bandung
Fembuatan Website Pemazaran Terlaksananya  pembuatan 50.000 125.000 150.000 180.000 |Bidang
portal promosi dalam bentuk PUMKM
web
Bimtek Peningkatan | Terlsksananys bimtek 175.000 275.000
Femasaran Produk UMKM i UKM yang akan
dipasarkan melalui internst
12|Meningkatnya |Meningkatnya Jumlzh produk Program Peningkatan dan
kontribusi skala usaha dan  [UMKM yang pengembangan daya saing
UMKM dalam daya saing UMKM |terstandarisasi LUMKM
perskonomian 40 40 146000 | 140 360.000 240 05.000 40 653000 | 440 TO7.000 | 540 T66.000
daerah
Sosislizasi  dan  koordinasi|Terlsksananys fasilitasi 55 UIMKM 145.000 |80 UMKM 350.000 |80 UMKM 605.000 S0 UMKM G53.000 |50 UMKM TOT.000 | 0 UMKM T66.000 | Bidang
mark dan | pandaftaran mersk dan halsl PUMKM
bagi UMKM
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI
SUMATERA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJIMD

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021,
pada misi ke 4 yaitu : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan
yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah , sasaran
yang akan dicapai berdasarkan misi keempat adalah: a) Meningkatnya
pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah, b)
Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, ¢) Meningkatnya
usaha pertanian dengan sistem agribisnis d) Meningkatnya kesejahteraan
petani dan nelayan, f) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya
kelautan dan kemaritiman g) Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara
dan mancanegara, h) Menurunnya jumlah penduduk miskin, j) Menurunnya
tingkat pengangguran terbuka, k) Menuntaskan penanganan daerah tertinggal,
[) Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 6.1
Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
yang mengacu pada tujuan da sasaran RPJMD

No Indikator Sasaran Indikator Target Akhi
Dinas Koperasi UKM Kinerja r
Tah
un
RPJ
MD

2016 17 18 19 20 21

Meningkatnya nilai 8,5% | 8,5% | 10% | 11,5 | 13% | 14,5 | 14,5
aset koperasi % % %




Koperasi
aktif

71%

71,8
%

72,6
%

73,4
%

74,2
%

75%

75%

Jumlah

anggota

6%

6,25
%

6,5
%

6,75
%

7%

7,25
%

7,25
%

Tindak
lanjut
rekomenda
si
pengawasa
n dan
pemeriksaa

n

50
Kop

55
Kop

60
Kop

65
Kop

70
Kop

70
Kop

Meningkatnya nilai
omset koperasi

7,5%

7,5%
%

9 %

10,5
%

12%

13%

13%

Pertumbuh
an volume
usaha
koperasi
sektor riil

Pertumbuh
an volume
usaha
simpan

pinjam

Pertumbuh
an
permodalan
usaha

koperasi

Meningkatnya skala
usaha UKM

0,5%

0,5%

0,6
%

0,6
%

0,7
%

0,7
%

0,7
%

Meningkatn
ya usaha
kecil
menjadi
usaha

menengah

1,2%

1,2%

2%

2%

2%

2%

2%

Meningkatn
ya

Kemi

Kemi

Kem

Kem

Kem

Kem

30
Kem




kemitraan | traan | traan | itraa | itraa | itraa | itraa | itraa
usaha UKM | /Mou | /Mo n/M n/M n/M n/M n/M

Meningkatn - 40 40 40 40 40 160
ya UKM UK UK UK UK UK
keunggulan M M M M M
kompetitif
UKM
terstandaris
asi
Nilai evaluasi - B BB BB BB BB BB

akuntabilitas kinerja

Capaian 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
realisasi % % % % % % %
fisik
pengelolaa
n
program/ke
giatan

Capaian 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97%
realisasi
keuangan
pemgelolaa
n
program/ke

uangan

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM




